
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih clan 
Bebas dari Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

2 .. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) clan 
Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Bombana 
berpedoman pada RPJMD; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 
Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a clan huruf b, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022; 
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, 
Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di 
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 
tentang Pedoman Nomenklatur Badan Keuangan Daerah 
Provinsi Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 



(1) Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022. 

(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 
penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 2 

12. Rencana Pembangunan ~angka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 
2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah 
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
yang merupakan penjabaran Visi Misi dan Program Bupati Bombana dengan 
berpedoman pada Rencana Pembangunan Uangka Panjang Daerah. 

13. Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang 
selanjutnya disingkat Renstra Badan Keuangan Daerah adalah dokumen 
perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana untuk periode 5 
[lima] tahun. 

14. Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya 
disingkat Renja adalah dokumen Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan untuk periode 1 
(satu) tahun. 

15. Strategis adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas 
pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. 

16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 
fungsi. 

17. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 
daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategi. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah 
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiyaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran. 

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil 
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota 
ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. 

20. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS 
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk 
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, 
rencana, dan/ atau program. 

21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau 
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur 
pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber 
daya tersebut. 

22. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan 
program dan kebijakan. 

23. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program mengacu pada sasaran 
strategis dan tujuan telah ditetapkan. 



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

(4) Isi beserta uraian Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

4 .1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah 
kabupaten Bornbana 

: STRA TEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 
: KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 
:PENUTUP 

BAB V 
BAB VI 
BAB VII 
BAB VIII 

BAB IV 

BAB III 

(1) Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, 
program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan, yang 
disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif, 

(2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian 
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana 
Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk 
tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi. 

(3) Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 

1. 1 La tar Belakang 
1.2 Landasan Hukum 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH 
2.1 Togas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan 

Daerah 
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah 
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah 
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 

Keuangan Daerah 
: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN 

DAE RAH 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Togas dan Fungsi 

Badan Keuangan Daerah 
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati 
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 

: TUJUAN DAN SASARAN 

BAB III 
MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH 

Pasal 3 
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Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat 

dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis 

(RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 

2017-2022 dapat diselesaikan dengan baik. 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 

201 7-2022 dengan tujuan "Menguatkan Tata Kelola 
Pemerintahan dan Pelayanan Publik", maka sebagai penjabaran 

RPJMD Kabupaten Bombana disusun RENSTRA Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022. 

Rencana Strategis (RENSTRA) disusun dan memuat uraian 

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bombana dengan memperhatikan tugas pokok dan 

tungsi Badan yang dibentuk berdasarkan PeraturanBupati Nomor 

55 Tahun 2016. Selanjutnya untuk mencapai visi, rnisi, tujuan, 

sasaran dan program tersebut diharapkan masmg-masmg 

komponen lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bornbana 

dapat menyelaraskan potensi dan peluang, serta kendala-kendala 

yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam 

penjaoaran APBD Kanupaten Bombana pada kurun waktu setiap 

tahunnya. 

KATA PENGANTAR 



H. TAFDI 

Rumbia, 201 7 

I BUPATI BOMBAN • 

Selain itu pula dapat dipergunakan untuk pengukuran, 

penilaian .dan evaluasi kinerja serta sebagai tolak ukur pelaporan 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 
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i. i. Latar Belakang 
Tujuan Nasional Negara Republik Indonesia yang 

tertuang ctalam Pembukaan UUU 1Y4b, actalah "melmdungi 

segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerctaskan kerndupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

perdamaian abadi ctan keadilan sosral bagi selurun rakyat 

Indonesia". Untuk merealisasikannya diperlukan 

perencanaan yang terstruktur ctan terukur dalam oatas 

waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (l<PJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Uaerah (RPJMD), Rencana 

~trategisurgamsas1 Perangkat Daeran (l<~NSTl<AUPUJ, 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana 

Kerja (R~NJA). 

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang demikratis, 

desentranstik ctan berorrentasi pada transparansi ctan 

pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem 

akuntaorhtas, agar ctapat berjaian ctengan bark perlu actanya 

Rencana Strategis (R~NSTRA) sebagai tolak ukur penilaian 

pertanggungjawanan kmerja Perangkat uaeran {PU) ctalam 

kurun waktu lima tahun kedepan. 

Penyusunan l<enstra UPU tsadan K.euangan Daerah 

Kabupaten Bombana merupakan tolak ukur dalam 

meiaksanakan program/ kegiatan seiama kurun waktu nrna 

tahun kedepan (2017 s.d. 2022). Hal tersebut dimaksudkan 

untuk mengetahui sejaun mana program/ kegiatan yang 

dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib 

SABI 

PENDAHULUAN 



adrninistrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah 

Kabupaten Bombana. 

Adapun Penyusunan Renstra PD Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 mengacu 

pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 

dengan mernperhatikan keterkaitan antara 

program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten 

Bombana dengan Badan Keuangan Daerah, maka dengan 

dernikian dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama 

dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun 

waktu lima tahun kedepan. Renstra OPD dijabarkan 

kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja 

Organisasi Perangkat Daerah yang berisikan tentang 

sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan 

partisipasi masyarakat. 

Setiap Orgasasi Perangkat Daerah diharuskan 

menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan 

tentang gambaran umum, tugas pokok dan tungsi, visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan 

kegiatan. 
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah pada point pasal 272 dan pasal 273, 

pernerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah 

untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD untuk jangka waktu 

5 tahun dan RKPD sebagai rencana tahunan. Sehubungan 

hal tersebut diatas, guna mernenuhi ketentuan perundang­ 

undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah, 



digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD pada 

setiap 5 tahun sekali; 

2. RPJMD berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah 

yang memuat visi, rnisi, gambaran umum kondisi masa 

kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis 

lingkungan internal dan ekseternal, arah kebijakan, 

strategi serta indikasi rencana program lima tahunan; 

3. Renstra OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis 

RPJMD bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat 

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan 

tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan 

bersifat indikatif; 

4. Renja OPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan 

tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang 

merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan 

memuat rencana kegiatan pembangunan tahun 

berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan 

kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat 

indikatif; 

5. RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan 

atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan 

bahan utama Musrenbang RKPD yang berjenjang mulai 

dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 

perencanaan dokumen pertu drsusun rangkaian 

pembangunan yaitu: 

L .l:<PJP Daeran bertungsi sebagai dokurnen perencanaan 

makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, 

misi clan arah pembangunan jangka panjang yang akan 



Berdasarkan hal tersebut diatas, terctapat tiga alasan 
mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi, 

yaitu: 
1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam 

semua bentuk perencanaan Iarnnya yang narus diamtnl; 

2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan 

mempermudan pemahaman bentuk perencanaan Iainnya; 

3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam 

pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan 

dalam organisasi. 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017- 

2022adalah sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47> Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pem bangunan Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164> Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33> Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 



4578); 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
4815); 

J. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan lembaran Republik Indonesia 
481'/); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Togas dan 
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gunernur 
sebagai wakil pemerintah di wilayah propinsi; 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

e. Undang-Undang Nomor zo tanun ~00'/ tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
200'/ Nomor b8, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 4 725); 
t. Undang-Undang Nomor ~3 'ranun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun ~014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
g. Peraturan Pemenntan Nornor ~8 'ranun ~00~ tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
~00~ Nomor 1U4, 'I'ambahan Lembaran Negara Nomor 



m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia 4833); 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negen Nomor 59 Tahun 200·1 tentang Perubanan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menten Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

13 'I'ahun 2000; 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemenntah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendanan dan .l!;valuas1 Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

p. Peraturan Daerah Provmsi Sulawesi Tenggara No. 

Tahun 20.. ten tang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daeran (RPJPU) Provmsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2005-2025 

q. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 

Tahun 20.. tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2013-2018; 

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Bombana 2005-2025; 



s. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahum 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bombana {Lembaran Daerah 

Kabupaten Bombana tahun 2016 Nomor3); 

t. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bombana. 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksudpenyusunan Renstra OPD Badan Keuangan 

Daerahl'anun '.201 ·r-20'.2'.2 sebagai oenkut: 
1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajernen 

perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel; 

2. Menjabarkan visi, misi dan program yang dilaksanakan 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam 

limatahunmendatang denganmelaksanakankegiatan­ 

kegiatanyang merupakan tujuandalamRPJMD; 

3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana; 

4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui 

penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana 

Nomor 3 Tahurn 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana 

{Lembaran Daerah Kabupaten Bombana tahun 2016 

Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati 

Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

Sedangkan tujuanpenyusunan Renstra OPD Badan 

Keuangan DaerahKabupaten Bombana Tahun 2017-2022 

yaitu: 



Pelayanan Badan Keuangan Daerah; 

Pengembangan Peluang dan 2 .4. Tantangan 

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah; 

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah; 

2 .1. Togas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan 

Keuangan Daerah; 

R~.b IL GA...~BARAN PELAY ANAN BADAN l{_EUANGAN 

DAERAH 

1.4. :::;1stemat1ka Penuusan 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1 . 1. Latar iseiakang 

PENDAHULUAN Bab I. 

1. Meletakkan lanctasan yang kuat bagi terwujudnya 

pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset 

ctaerah/ barang daerah yang etektit, etisien, transparan, 

terarah dan terkendali untuk mewujudkan tertib 

admmistrasi pengelolaan keuangan dan aset/ barang; 

2. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang 

dilaksanakan ctengan maksud dapat mencapai sasaran­ 

sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun 

menctatang. 

1.4. Sistematika Penulisan 
Renstra OPD Bactan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika 

penuhsan sebagai berikut: 



Bab VI. KINER·JA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN 

Bab VII. PENUTUP 

Rsah V ~TRATEGI DAN ARAH KEBl·JAKAN 

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Badan 

Keuangan Daeran; 

B~.b IV_ TU.JUAN DAN SASAR.AN 

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis. 

3. 4. Telaahan Rencana Tata R.1_"!.?.!!.g Wilayah dan 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Rentras; 

3.'.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; 

3.1. Identinkasi Permasalanan Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi Pelayanan OPD; 

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 

BERDASARKAN TOGAS DAN FUNGSI 



melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, 

pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan 
keuangan daerah" 

strategis, dan teknis kebijakan "Merumuskan 

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Keuangan Daerah 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah N omor 41 Tahun 

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010, sehubungan dengan hal 
tersebut Pernerintah Kabupaten diberikan kewenangan 
untuk membentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai 
kebutuhan dan potensi daerah masing-rnasing. 

Memenuhi ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten 

Bombana telah membentuk OPD Badan Keuangan Daerah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 
Tahum 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bombana tahun 2016 Nomor3), yang ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana. 

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan 
fungsi Badan Keuangan Daerah merupakan unsur 

pelaksana urusan pemerintahan daerah dan mempunyai 
rugas: 

BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN BOMBANA 



Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bombana mempunyai fungsi: 

1. melaksanakan perencanaan, pengembangan, 

pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah; 

2. melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan 

prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan 

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 

3. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah; 

4. menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah; 

5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah; 

6. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, 

penatausahaan dan penghapusan barang rnilik daerah; 

dan 

·1. pelaksanaan tungsi lam yang diberikan oleh bupati 

terkait dengan tugas dan fungsi badan. 

Dalarn pelaksanaan tugas pokok dan tungsi diatas, 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana mempunyai 

susunan organisasi sebagai benkut: 

1. Kepala Badan; 

2. Sekretariat; 

3. Bidang Pendataan, Penetapan pajak dan Retribusi 

Dae rah; 

4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi 

Dae rah; 

5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah; 

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

7. Bidang Anggaran; 



pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan 

pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan 

daerah. 

2. Sekretariat 

Mempunyai tugas dan fungsi: 

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Badan. 

2) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan 

penyelenggaraan dan pelayanan teknis administratif 

kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan 

umum dan kepegawaian serta perencanaan dan 

keuangan. 

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut 

diatas, Sekretariat mempunyai fungsi: 

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan 

fungsi badan; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan 

program dan kegiatan di lingkungan badan; 

c. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang 

administrasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah terkait; dan 

urusan melaksanakan strategis, dan teknis 

8. Bidang Aset Daerah; dan 

9. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Adapun tugas masing-masing Kepala badan, Sekretariat 

dan Bidang sebagai berikut: 

1. Kepala Badan 
Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan 



dan penetapan pajak daerah; 
e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 

menghimpun ctan mengotan data objek dan sutnek 
pajak daerah; 

t. penyusunan dattar induk wajib pajak daerah; 
g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan 

retribusi daerah; 
h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan 
1. mendistribusikan serta penyimpanan surat-surat 

perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan 
dan penetapan pajak daerah. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
tersebut diatas, Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan 
Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi : 
a. melaksanakan perencanaan dan pengembangan 

pendapatan daerah; 

pengendalian 

intormasi dan pendapatan daerah; 

c. melaksanakan pengawasan dan 

penctapatan daerah; 

d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan 

konsultasi pengadminis trasian b. melaksanakan 

pengembangan dan a. menyusun perencanaan 

pendapatan daerah; 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Pendataan, Penetapan Pajak dan Retribusi 

Daerah 
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendataan, 

Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 



e. pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak, 

menghimpun dan mengolah data objek dan subjek 

pajak daerah; 

f. penyusunan daftar induk wajib pajak daerah; 

g. penghitungan dan penetapan pajak daerah dan 

retri busi daerah; 

h. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan 
surat-surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, 

pendataan dan penetapan pajak daerah; dan 

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Penagihan, Pembukuan, Pajak dan Retribusi 

Dae rah 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penagihan , 

Pembukuan, Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai 

tugas: 

a. merumuskan kebijakan tentang sistem dan prosedur 

penagihan dan keberatan; 

b. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi 

daerah dan pendapatan daerah lainnya serta 

melakukan penghapusan tunggakan; 

c. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan 

pengurangan, pembetulan, pembatalan, 

pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi, 

restitusi, kompensasi dan permohonan banding; 

pengendalian dan c. melaksanakan pengawasan 

pendapatan daerah; 

d. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan 

dan penetapan pajak daerah; 

informasi dan pendapatan daerah; 

konsultasi pengadmmistrasian b. melaksanakan 



5. Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas Daerah 

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan 

dan Urusan Kas Daerah mempunyai tugas: 

a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis 

yang meliputi belanja dan pembiayaan serta 

pengelolaan kas daerah; 

undangan;dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

perundang- peraturan melaksanakan rangka 

pengurangan, pernbetulan, pembatalan, 

pengurangan / penghapusan sanksi administrasi, 

restitusi, kompensasi dan permohonan banding; 

d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam 

dan keberatan pengajuan proses c. menyusun 

melakukan penghapusan tunggakan; 

daerah dan retribusi 

daerah lainnya serta 

d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam 

rangka melaksanakan peraturan perundang­ 

undangan; dan 

e. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala 

dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut diatas, Bidang Penagihan, Pernbukuan, Pajak 

dan Retri busi Dae rah menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur 

penagihan dan keberatan; 

b. menyusun penagihan pajak 

daerah dan pendapatan 



penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas 
dan yang setara kas; 

c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, 
penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening 
kas umum daerah; 

d. pengelolaan utang dan piutang daerah; 
e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan 

administrasi keuangan yang berkaitan dengan 
penerimaan dan pengeluaran kas; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 
badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

administrasi dan 

b. menyusun dan merumuskan rencana strategis bidang 

kas daerah sesuai dengan rencana kerja badan; 

c. menyusun serta merumuskan bahan penetapan 

ke bijkan dan/ a tau petunjuk teknis sesuai lingkup 

bidang tugasnya sebagai bahan penetapan kebijakan 

prmpinan; 

d. menyusun dan merumuskan pedoman kerja pada 

lingkup bidang tugasnya dengan ketentuan yang 

berlaku; 

e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan 

tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; 

dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
tersebut diatas, Bidang Perbendaharaan dan Urusan Kas 
Daerahmenyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan ke bijakan teknis di bidang penenmaan 

dan pengeluaran kas; 
b. pelaksanaan pembukuan 



7. Bidang Anggaran 

Bidang Anggaran mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana bidang anggaran sesuai dengan 

rencana kerja badan; 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas : 

a. melaksanakan sebagian tugas kepala badan dibidang 

akuntansi dan pelaporan dalam rangka 

mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan badan yang meliputi 

evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakan 

akuntansi dan neraca daerah; dan 

b. pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh kepala 

badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud 

tersebut diatas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan prosedur penatausahaan keuangan 

daerah; 

b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis 

penatausahaan; 

c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan 

pemerintah daerah dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; 

d. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, 

pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah; 

dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



penyusunan anggaran; 

c. pengendalian penyusunan anggaran; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

8. Bidang Aset Daerah 

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas 

a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana 

kerja badan; 

b. merumuskan kebijakan, petujuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidangnya; 

c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi 

serta mamfaat dan pemberdayaan asset; 

teknis petunjuk dan pedoman b.penyusunan 

penyusunan rancangan 

dan belanja daerah dan 

anggaran pendapatan dan 

a. perumusan prosedur 

anggaran pendapatan 

rancangan perubahan 

belanja daerah; 

b. merumuskan kebijakan, petujuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidangnya; 

c. menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang 

meliputi anggaran pembiayaan belanja tidak langsung 

maupun langsung; 

d. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan 

tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; 

dan 

e. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

diatas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi : 



d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis 

pemamfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, 

evaluasi daftar basil pengadaan barang daerah, 

peman tauan dan pengawasan kepemilikan asset 

daerah serta dokumentasi kepemilikan asset berupa 

kendaraan.tanah dan bangunan; 

e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan 

tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; 

dan 

f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

tersebut diatas, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan 

fungsi: 

a. menyusun rencana bidang aset sesuai dengan rencana 

kerja badan; 

b. merumuskan kebijakan, petujuk teknis serta rencana 

strategis sesuai lingkup bidangnya; 

c. merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

badan yang meliputi mutasi asset dan inventarisasi 

serta mamfaat dan pemberdayaan aset; 

d. melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis 

pemamfaatan dan pengendalian kekayaan daerah, 

evaluasi daftar basil pengadaan barang daerah, 

pemantauan dan pengawasan kepemilikan asset 

daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa 

kendaraan.tanah dan bangunan; 

e. melaksanakan hubungan kerja sama pelaksanaan 

tugas dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; 

dan 



berdasarkan keterampilan dan keahlian. 
fungsional pelayanan dengan berkaitan tugas 

f. rnelaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan 
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a. Pegawai Menurut Golongan/Ruang serta PHTT 

No Golongan/Ruang & PHTT Jumlah (orang) 

1 Pembina Tk I, IV /b 2 

2 Pembina, IV/ a 5 

3 Penata Tk 1, 111/d 5 

4 Pena ta, III I c 8 

5 Penata Muda Tk. I, III/b 14 

6 Penata Muda, III/a 14 

7 Pengatur Tk. I, 11/d 2 

8 Pengatur, II/c 9 

9 Pengatur Muda Tk. I, 11/b 3 

10 Pengatur Muda, II/ a 4 

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah 
Dalam merrjalankan tugas dan fungsinya baik secara 

administrasi maupun operasional OPD Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bombana perlu adanya dukungan 

sumber daya manusia, aset/ sarana dan prasarana yang 

dimilki, adapun sumber daya dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam membantu 

kelancaran tugas-tugas dinas berjumlah .±. 171 orang yang 

terdiri dari: 



2. Sarana dan Prasarana 
Aset tetap sarana dan prasarana yang dimiliki Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas-tugas program kegiatan 
adalah sebagai berikut: 

NO NAMAJABATAN Eselon S2 SI 03 SLTA SLTP SD JUMLAH 

1 Kepala Badan - - - - - - - 

- 
2 Sekretaris {Pit Kepala Badan) Illa 1 1 

- - - - - 

3 
Kepala Bidang 

Illb 3 3 6 - - - - 

4 Subag /Subid IV 4 12 1 - - - 17 

5 Fungsional - - - - - - - - 

6 S taf / Pelaksana - 23 4 15 1 - 43 

7 PHTT / Honorer - 48 7 so 105 - - 
- 

JUMLAH 7 86 12 65 1 0 172 

b. Pegawai berdasarkan Eselon, dan tingkat pendidikan 

172 Jumlah 

105 

1 11 Juru, 1/c 

12 PHTT 



; 

.Ienis Komputer/Merk 
.. Tahun 

Jumlah No. Keada 
' . . perolehan . ' ' . . "-, . ·. an 

; 

1 Kendaraan roda empat 2006-2014 9 bh baik 

2 Kendaraan roda dua 2012 51 bh baik 

3 Kendaraan roda dua 2013 8 bh baik 

4 Kendaraan roda dua 2016 1 bh baik 

5 Kursi Tamu 2012-2016 6 Set baik 

6 Meja rapat 2014 1 Set baik 

7 Meja kerja Eselon II 1 bh baik 

8 Meja kerje Eselon III 8 bh baik 

9 Meja kerja Eselon IV 16 bh baik 

10 Kursi kerje Eselon II 1 bh baik 

11 Kursi Kerja Eselon III 8 bh baik 

12 Kursi kerja Eselon IV 16 bh baik 

13 Meja Y2 biro 50 bh baik 

14 Kursi chitose 70 bh baik 

15 Kursi plastik 22 bh baik 

16 Kursi tunggu 7 bh baik 

17 AC 24 unit baik 

18 Lemeri besi 5 bh baik 

19 Lemari kayu 15 bh baik 

20 Filling ka bin et 8 bh baik 

21 Brankas 2 bh baik 

22 Server Acer ATI 10F2 XeonE3-1220 2012 1 unit Baik 

23 Peralatan Jaringan UTP 2012 1 unit Baik 

24 Peralatan Jaringan RJ 45 2012 1 unit Baik 

25 Swicth hub TP-Link/TL SFlO 160 2012 1 unit Baik 

26 Wireless Acess Point Linksys WRT54GL 2012 1 unit Baik 

Daftar Peralatan Inventaris 



2.3. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah OPD 

yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan 

pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran 

sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas 

27 Wireless Lan (USB} TP Link 2012 5 unit Baik 

28 Komputer PC HP/ Leanovo 2012-2016 21 unit Baik 

29 Komputer PS Acer/Intel Core 2012 4 unit Baik 

30 Laptop Acer /Intel Core 2012 9 unit Baik 

31 Laptop Toshiba/Intel Core 2012 4 unit Baik 

32 Laptop Sony /Intel Core 2012 1 unit Baik 

33 Laptop Acer /Intel Core 2013 3 unit Baik 

34 Laptop Toshiba/ 1027 MB 2013 1 unit Baik 

35 Komputer PC Acer /Intel Core 2014 1 unit Baik 

36 Laptop Toshiba/Intel Core 2014 7 unit Baik 

37 Laptop Asus 2014-16 4 unit Baik 

38 Laptop Dell 2014 1 unit Baik 

39 Printer Canon 2770 2012 6 unit Baik 

49 Printer Canon MP237 2012 2 unit Baik 

41 Printer Canon MP 258 2012 1 unit Baik 

42 Printer Epson LQ2 l 80 2012 2 unit Baik 

43 Printer Epson LX 300 2012 1 unit Baik 

44 Printer Epson LQ2 l 90 2014 1 unit Baik 

45 Scan er 2012 1 unit Baik 

46 Hardisk Eksternal Toshiba 1 tera 2014 9 unit Baik 

47 UPS ICA/2600VA 2012 3 unit Baik 

48 Stabilizer /Stavolt 5000VA 2012 2 unit Baik 

49 Adaptor 2012 1 unit Baik 



antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan 

keuangan daerah serta pengelolaan aset/ barang daerah. 

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan 

daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan 

kebijakan keuangan daerahberupa pemberian 

pedomanpenyusunan anggaran, pedoman penatausahaan 

keuangandaerah.pedornan pelaporan keuangan SKPD. Selain 

melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis 

dibidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan 

asset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan 

penyusunan aset.serta pembinaan pengelolaan aset/ barang 

daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi 

keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bombana mengikuti peraturan perundang- undangan 

yang berlaku. 

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan OPD diukur 

berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya, hal 

ini dapat dilihat dari table 2.1 dimana program dan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana 

selama kurun waktu lima tahun sebelumnya mengalami 

peningkatan, hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

N omor 59 Tahun 2007 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus 

mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan 

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari 



dukungan sumber daya manusia clan sarana prasarana yang 

dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 



Te pat 
Waktu 

Te pat 
Waktu 

'-"l'"'lil!f1i'»~~-~~'!l'll'"+"~,._.._,..,.,.,_.,,.,,,"l~v,t~<'* 'l"-~-....-. ... ~-·~-~~T,"'..,,:.o-,,~•--=~·~~4F-FV1P'~-T+~~~-~-l'"','.n,l$'tT!"Yl'~;llll'l~...,...,1f•,.,~ry ............ ,, ' "'<"--,._~~-..,..~ t-,: '. <': :>-·.:::: '.: · __ . . . . : · .. · .. < ' '. . __ · . · .. · hENSTflA OPDCJKD.KAOUPATENCJOMCJA!IA TAHUf/2017-2022 ~ ... :~:J 
Lu~~ .... -~~·~ .. w-..~ .... ,i,4~,,,~~- .. ~-~ .. .___~--~ ... ~~--~~~--~~""':...!--~~-.C..~\Jin'N~~..., 

Te pat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Tepat 
Waktu 

Te pat 
Waktu Penetapan APBD 8 Tepat 

Waktu 
Tep at 
Waktu 

Te pat 
Waktu 

Te pat 
Waktu 

Te pat Te pat 
Waktu Waktu 

Te pat 
Waktu 

Tep at 
Waktu 

Tidak 
Te pat 
Waktu 

5.76 5.76 17.02 5.76 5,76 5.76 17.02 5.76 5.76 7 Bagi hasil kabupaten/kota dan 
desa 

55: 45 55: 45 55: 45 55 :45 55: 45 55: 45 55:45 55:45 48/52 48/52 6 
Perbandingan antara belanja 
langsung dengan belanja tidak 
langsung 

33.50% 33.50% 13.43% 33.50% 33.50% 33.50% 13.43 33.50% 33.50% 33.50% 5 Persentase belanja kesehatan 
(10%) 

100% 100% 100% 100% 100% 5.76 5.76 

20% 

100% 100% 100% 100% 100% 55 :45 

20.21% 20% 20% 20% 

100% 100% 100% 100% 100% 33.50% 

20.21% 20.21% 20% 20% 20% 4 Persentase belanja pendidikan 
(20%) 

1% 1% 

100% 100% 100% 100% 100% 20.21% 

1% 1% 1% 1% 1% 1% 3 Persentase program/kegiatan 
yang tidak terlaksana 

100% 100% 100% 100% 100% 1% 1% 

3% 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 3% 3% 3% 3.65 3% 3% 3% Persentase SILPA terhadap APBD 2 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

Tepat 
Waktu 

WTP WTP 
Opini BPK terhadap laporan 
keuangan 

Tabel 2.1 
Pencapaian Kinerja Layanan OPD Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Bombana 

.,-------------------------------------------------- ... ·-·- ··-· ·----·· 
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PEIIDAPATAII 21 501 43J.824 23.651.577.206 26.016 .734.927 28.618.408.420 31.480.249.262 21 999 212.197 24.361.124.523 27.317.571.673 30.049.328.841 33.054. 26 l.7 25 103,00 105,00 105,00 105,00 26.2 53.680 728 27.356.299 792 102,32 

PEii DAPAT All AIILI 
DAERAH (PAD) 21,501.433.824 23.651.577.206 26.016, 734.927 28,616.408.420 J l.480.249.262 21999.212 .197 24.361.124. 523 27.317.571.673 30.049.328.84 l 33.054.261.725 102.32 103,00 105,00 105,00 105,00 26.253.660. 728 27 356.299.792 

LAlll-LAIK 
PEIIDAPATAII 
DAER AH Y AIIO SAH · 
LRA 

BELAIIJA 
14.300.500. 118 15. 730,550. 130 17.303605143 19.033.965.6 57 15.258.633.626 18.082 .267 .374 19 890.494. 112 95,00 95,00 17.461.196.654 16. 726.176 533 20.937 .362.223 13.961.062.667 16.438.424.886 97,63 97,00 95,00 
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BELAIIJA MODAL 957.000.000 1.052.700000 1.157.970.000 ].273.767.000 l.40 l.143. 700 951 752.687 1.021.119.000 l.100.07 l.500 l.210.078.650 1.331.086.5!5 99,45 97,00 95,00 95,00 95,00 l.168.516. 140 1.l22.82l.670 

SURPLUS / IDEFlSlT) 7 .200.933. 706 7.921.027.077 8.713.129.784 9,584.442.763 10542887.039 8.038. 149. 530 9. l 02.490.897 10.879. l 46. 788 l l.967 .061.467 13163.767.613 ll l.63 114,92 124,86 124,86 124,86 8. 792.484.07 4 10.630.123 259 

SISA LEBlH 
PEMBIAYAAII 1.200 933. 706 7.921.027.077 8.713.129.784 9.584 442. 763 10.542.887 039 8.038. 149. 530 9 102.490.897 10.879. 146. 788 l l.967.06).467 13.163.767 613 111,63 114,92 124,86 124,86 124,86 8.7~2-484074 10630.123259 
AIIOOARA 11 (SILPAI 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana 
TABEL 2.2. 



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan 

Keuangan Daerah 

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan 
eksternal yang memengaruhi target dan capaian kinerja OPD 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bornbana, dapat digunakan 
dengan menggunakan analisat SWOT 
1. Faktor Internal: 

a. Kekuatan/Potensi (Strength] 

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpman 
organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi organisasi; 
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi; 
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai 

diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam 
rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi organisasi; 

4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang 
membidangi urusan pengelolaan keuangan dan 
aset/barang daerah; 

5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
b. Kelemahan (Weaknes} 

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa 
gudang tempat penyimpanan dokumen; 

2. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar 
memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk 

kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang 
akuntansi. 



2. FaktorEksternal: 

a. Kesempatan/Peluang (Oportunity) 

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang 

mendukung tugas pokok dan fungsi orgamsasi 

termasuk pelimpahan kewenangan untuk 

menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan 

keuangan dan aset/barang daerah; 

2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan 

stakeholder telah terjalin dengan baik; 

3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman 

dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh 

OPD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di bidang 

keuangan dan aset daerah; 

4. Adanya dukungan baik dari pimpinan eksekutif 

maupun pihak legislatif. 

b. Tantangan/ Ancaman (Treath) 

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 

yang sehat dan good governance; 

2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan 

aset daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan 

kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan 

keuangan dan aset daerah di OPD; 

3. Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan 

dengan pemeriksa fungsional; 

4. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka 

dan perubahan peraturan yang sangat cepat. 



3.1 Identiflkasi Permasalaban Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan OPD 

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bombana, peranan Badan Keuangan Daerah 
Kaupaten Bombana sangat penting dalam pengelolaan keuangan 
dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, 
pencairan, pelaporan, dan pertanggunjawaban APBD namun 
peranan penting tersebut tidakakan berjalan dengan baik apabila 

tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya 
yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi pelayanan. 

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang 
pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan 
rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis 
baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain 

berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat 
yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun 
tidak langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana, antara lain: 
1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan {SAP), yang menegaskan adanya perubahan 
bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis 
akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pernerintahan, laporan keuangan disusun 
menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual; 

BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU·ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 



daerah di OPO dalam melaksanakan tugasnya dengan baik 

dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya 

pelaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di 

OPO. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/ 

kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun 

pembuatan pelaporan keuangan danbarang daerah, karena 

SOM memegang peranan yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan pelaksanaan program - program 

pembangunan; 

5. Oalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah 

diperlukan adanya penataan asset- asset daerah, yang mana 

saat ini masih banyak dijumpai asset milik Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlokasi di Kabupaten 

Bombana sampai saat ini belum diserahkan kepada 

Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga mengakibatkan 

kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan asset 

dimaksud dan asset menjadi tidak terawat/ rusak. Untuk itu 

diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan 

penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat 

dimanf aatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik 

dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah. 

~~~Z'.,~=:L~~:3EE~~~i:o:7e{je;~~·~~ .• ~2~i~~~2::~!~:J 

keuangan 

keuangan 

informasi 

Informasi 

Pembangunan Oaerah; 

3. Adanya pembentukan Regional Sistem 

KeuanganOaerah (SIKD), merupakan sistem 

yangmengintegrasikan sistem pengelolaan 

Kabupaten/Kota dengan sistem pengelolaan 

Provinsi; 

4. Kurangnya kemampuan SOM pengelola keuangan dan barang 

Rencana Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian 

2. Oiterbitkannya Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 



Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling 
mengemuka dalam teori dan praktek administrasi public yang 
sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule 
government menjadi good governance. Hal tersebut dapat di lihat 

3.2. Telaahan Visi, l\lisi dan program Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah Terpilih 

No Maaaalah Pokok Rumusan Masaalah Akar Masaalah 

1 2 3 4 

1 Pengelolaan Keuangan Sistem pengelolaan Penyerapan belanja belum 
belum optimal keuangan belum terintegrasi sesuai dengan alokasi anggaran 

belanja yang diatur dalarn 
anggaran kas 

Laporan keuangan berbasis pemahaman pengelola 
akrual belum optimal keuangan di masing-rnasing 

perangkat daerah mengenai 
akuntansi pemerintah berbasis 
akrual belum memadai. 

2 Pengelolaan Barang Miik Belum dapat mewujudkan Administrasi perencanaan, 
Daerah belum memadai good govermance dalam tata penatausahaan dan 

kelola Barang Milik Daerah pemanfaatan aset daerah 
belurn tertib 

3 Pengelolaan pendapatan Kemampuan keuangan Sumber - sumber PAD belum 
belum optimal masih bergantung dari tergali secara optimal 

transfer pemerintah pusat 

Intensilikasi dan Kesadaran wajib pungut pajak 
ekstensifikasi sumber - dan retribusi daerah masih 
sumber pendapatan daerah rend ah 
belum optimal Kesadaran wajib pajak dalam 

melaporkan objek pajak masih 
rend ah 

belum adanya database potensi 
PAD 

Pengalihan pengelolaan pajak 
PBB P2 dari pemerintah pusat 
tanpa dilengkapi data wajib 
pajak yang akurat 

Pelayanan pajak derah tidak Ruang pelayanan pajak tidak 
optimal representatif 

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan 

Sasaran Pembangunan Daerah 

TABEL 3.1. 



manusia; 
5. Melanjutkan pemantapan pembangunan budaya masyarakat 

Bombana. 

dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan 

masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga 

pemerintah daerahdituntut untukdapat menyelenggarakan 

pemerintahan secara demokratis, transparandan akuntabel. Oleh 

karena itu kualitaspenyelenggaraan pemerintahan daerah harus 

terusditingkatkan. 

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan 

daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 

21 Tahun2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, 

pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang 

berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan 

secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga 

tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan 

tertib dan lancar. 

Sebagai mana tertuang dalam dokumen Rencana 

Pembangunan .Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017- 

2022 bahwa Visi Kabupaten Bombana yang ditetapkan untuk 

Tahun 201 7-2022 adalah "Mewujudkan Bombana Sejahtera 
(Munajah) Tahun 2017 ~2022". 

Sedangkan dalam rangka mewujudkan vist tersebut, 
ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Bombana 
Tahun 2017-2022 sebagai berikut: 
1. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur; 
2. Melanjutkan reformasi birokrasi; 
3. Melanjutkan pembangunan ekonomi; 
4. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya 
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pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah; 

6. Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, penatausahaan 

dan penghapusan barang milik daerah; 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang 

tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bombana dimaksud, 

Organisasi Perangkat Daerah {OPD) di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Bombana menjadikan RPJMD sebagai dasar 

acuan untuk menyusun Rencana Strategis OPD {Renstra OPD) 

yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, 

program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan 

daerah; 

4. Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan 

belanja daerah; 

5. Menyusun la po ran keuangan daerah dalam rangka 

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten 

Bombana sebagaimana yang tertuang pada RPJMD Kabupaten 

Bombana tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bombana sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan pelaksnaan kebijakan daerah dibidang 

pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi: 

1. Melaksnakan perencanaan, pengernbangan, pengawasan, dan 

pengendalian pendapatan daerah; 

2. Melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan 

prosedur serta pelaksanaan penagihan pajak daerah dan 

retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; 

3. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 



tertib prasarana yang memadai sehingga dapat tercipta 
administrasi keuangan dan barang milik daerah. 

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 
Salah satu misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan 

W akil Kepala Daerah terpilih pada misi 2 adalah "Melanjutkan 
Refonnasi 'Birotcrasi". Dari misi tersebut, tujuan yang hendak 
dicapai lima tahun mendatang adalah "Menguatkan Tata Kelola 
Pemerintahan dan Pelayanan Publik". Maka salah satu sasaran 
yang hendak dicapai adalah Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan 
Akuntabel. 
Melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset 
daerah diharapkan mampu mewujudkan laporan keuangan dan 
barang milik daerah yang tepat dan akurat, untuk itu diperlukan 
adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana serta mensinergikan arah, 

ke bijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD misi kedua : 

"MelanjutkanR.efonnasiBirokrasi" dengan program prioritas 
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana adalah sebagai 

berikut: 
1. Pelayanan Adrninistrasi Perkan to ran; 
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 
3. Peningkatan Disiplin Aparatur; 
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur; 
5. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 

Dae rah; 
6. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa; 
7. Program Peningkatan Pendapatan Daerah. 

faktor penghambat dan pendorong identifikasi factor 



Tabel 3.2 
Hasil TelaahanStruktur Ruang Wilayah 

Kb B b a upaten om ana 
Reneana Struktur lndikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Reneana Struktur Arahan Lokasi 

No Struktur Ruang pada Periode Pereneanaan Ruang terhaoap Kebutuhan Pengernoangan 
Ruang Saat lni Berkenaan Pelayanan SKPD Pelayanan SKPD 

(1) (2) ((3) (4) (5) (6) 
1 Pusat Pusat a. Penyediaan rumah sakit tipe B; a. Peningkatan kapasitas Seluruh desa di 

Kegiatan Kegiatan b. Pengembangan perdagangan dan oengeiola adrninistrasi Kee. Rurnbia, 
Wilayah Wilayah jasa skala regional; kependudukan Kee. Rumbia 
(PKW) (PKW) b. Peningkatan kualitas Tengah,dan 

c. Pengembangan pendidikan dasar pelayanan pendaftara n Kee. Rarowatu 
sampai dengan tinggi; penduduk. 

d. Penyediaan kawasan olah raga; e. Peningkatan kualitas 
e. Penyediaan mesjid wilayah; dan pelayanan peneatatan sipil, 
f. Penyediaan taman wilayah. d. Peningkatan pengenoaltan 

penduduk. 
e. Peningkatan partisipasi 

rnasyarakat dalarn 
penyelenggaraan adrnlnlstrasi 
kependudukan, 

2 Pusat b. Pengembangan pusat 1. Penmgkatan Seluruh desa di 
Kegiatan perbelanjaan dan jasa; kapasitas pengetola Kee. Rumbia, 
tokal c. Pengembangan karnor -kantor adrninistrasi kependudukan Kee. Rurnbia 
(PKL) 2. Peningkatan Tengah, can 

pemerintahan skala kabupaten; kualitas pelayanan Kee. Rarowatu 
d. Peningkatan rumah sakit tipe C pendaftaran pend ud u k. 

menjadi rumah sakit tipe B; 3. Peningkatan 
e. Penyediaan rumah sakit tipe C kualitas pelavanan peneatatan 

pengembangan mesjid kabupaten; sipil. 
f. Pengembangan pendidikan skala 4. Peningkatan 

kabupaten; pengendatian penducuk. 
5. Peningkatan 

g. Pengembangan taman kabupaten; partisipasi rnasyarakat dalam 
dan penyelenggaraan aorninistrasi 

h. Pengembangan stadion olah raga kepsnd ud u kan. 
kabuoaten. 

3 Pusat a. Penyediaan fasilitas pasar a. Peningkatan kapasitas Seluruh desa di 
Pelayanan kecamatan; dan pengelota adrninistrasi Kee. Poleang 
Kawasan b. Penyediaan puskesmas. kependudukan dan sekrtarnya 
(PPK) b. Peningkatan kualitas pslayanan 

pen daftaran pend ud u k. 
a. Peningkatan kuaJitas 

pelayanan peneatatan sioil, 
b, Peningkatan pengendanan 

penduduk, 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Rencana strategis OPD Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana untuk 5 tahun kedepan, diharapkan mampu 
memiliki keselarasan dengan dokumen RTRW dan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis. Oleh karena itu, basil terlaahan 
RTRW implikasinya terhadap kebutuhan pelayanan yang diberikan 
OPD Badan Keuangan Daerah berkenaan dengan struktur ruang 
wilayah sebagai berikut: 
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Pola Pengaruh 
Rencana Pola Ruang (ndikasi Program Peman(aatan Rencana Pala Arahan Lokasi Pengernbangan No Ruang Saat Ruang Pada Periode Perencanaan Ruang terhacap Pelayanan SKPD 

tni Berkenaan Kebutuhan 
Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

A Kawasan 
Lindung 

a. Kawasan a. Penetapan kawasan hutan Peningkatan Kecamatan Rarowatu; 
h utan Jindung lindung; partisipasi Kecamatan Rarowatu Utara: 

b. Pemantauan dan pengendalian rnasyarakat Kecamatan LantarUaya; 
dalam Kecamatan Mataoleo,Kabaena 

kawasan; pengelotaan Kepulauan dan Poleang dan c. Pengembalian fungsi lindung admtnistrasi sekitarnya 
dengan rehabilitasi dan kependudukan 
reboisasi: 

d. Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan 
kawasan; 

e. Pengembangan pola intensif 
dan disinsentif pengelolaan 
kawasan; dan 

r, Pern~awasan. 

b B t 
Tabel 3.3 

H.d St t Kab k L" H i1 Ka"" 

Selanjutnya, telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup 

Srtategis (KLHS) merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009. KLHS Kabupaten Bombana dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

Rencana Struktur lndikasi Program Pemanfaatan Ruang Pengaruh Rencana Struktur Arahan Lokasi 
No Struktur Ruang pada Periode Perencanaan Ruang terhadap Kebutuhan Pengembangan 

Ruang Saat lni Berkenaan Pelayanan SKPD Pelayanan SKPD 
(1) (2) ((3) (4) (5) (6) 

c. Peningkatan partistpasi 
masyarakat dalam 
penyetenggeraan acmuustrast 
kependudukan. 

4 Pusat a. Penyediaan pasar desa; dan a. Peningkatan kapasitas Seluruh cesa di 
Pelayanan b. Penyedlaan puskesmas pengelola adminlstrasi Kee. Kabaena 
tmgkungan pembantu. kependudukan dan sekitarnya 
(PPL) b. Peningkatan kualitas 

pelayanan pendaftaran 
penduduk, 

c. Peningkatan kualitas 
pelayanan pencatatan sipil. 

d. Peningkatan pengendalian 
penduduk. 

e. Penmgkatan partisipasi 
masyarakat dalarn 
penyelenggaraan admmistras! 
kependudukan. 



Pola Pengaruh 
Rencana Pola Ruang lndikasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan Lokasi Pengembangan No Ruang Pada Periode Perencanaan Ruang terhacap Ruang Saat Berkenaan Kebutuhan Pelayanan SKPD 

Jni Pelayanan SKPD 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
b. Kawasan yang a. Penetapan kawasan hutan Peningkatan Seluruh Kecamatan 

memberikan lindung; partisipasi 
perlindungan b. Pemantauan dan pengendalian masyarakat 
terhadap kawasan; dalam 
kawasan c. Pengembalian fungsi lindung pengelolaan 
bawahannya de ngan rehabilitasi dan administrasi 

reboisasi; kependudukan 
d, Pengembangan partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan 
kawasan; 

e. Pengembangan pola intensif 
dan disinsentif pengelolaan 
kawasan; dan 

f. Pengawasan. 
c. Kawasan a. Penegakan aturan garis Peningkatan Mata air di Kecamatan Rumbia; 

perlindunga n sempadan sungai, waduk, situ, partisipasi Kecamatan Rumbia Tengah; 
setempat dan mata air; masyarakat Kecamatan Poleang; Kecamatan 

b. Penetapan batas kawasan dalam Poleang Timur; Kecamatan Rarowatu; 
lindung; pengelolaan Kecamatan Kabaena; Kecamatan 

c. Perlindungan kawasan serta administrasi Kabaena Timur; dan Kecamatan 
peningkatan kualitasnya; kependudukan Kabaena Baral. 

d. Pengelolaan, pemeliharaaan, 
pelestarian, rehabilitasi kawasan 
sempadan sungai, waduk, situ, 
dan mata air; 

e. Pengembangan partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan 
kawasan rindung; 

f. Pengembangan pola intensif dan 
disinsentif pengelolaan kawasan 
lindung; 

g. Pengawasan kawasan lindung; 
h. Pemeliharaan dan Rehabilitasi 

Sungai di bagian hulu; dan 
l. Pemeliharaan dan Rehabilitasi di 

bagian hilir DWS; 
]. Penqembanaan RTH. 

d. Kawasan a. Penetapan batas kawasan Peningkatan 
suaka alarn, lindung·. partislpasi 
pelestarian b. Perlindungan kawasan serta rnasyarakat 
alam dan dalam 
cagar budaya peningkatan kualitasnya; penyelenggaraa n c. Pemeliharaan dan pengelolaan acmintstrast 

Kawasan Pelestarian Alam; dan kependudukan 
d. Penetapan dan pengelolaan 

sebagai kawasan cagar budaya 
dan ilmu oenaetahuan; 

e. Kawasan a. ldentifikasi dan inventarisasi a. Perungkatan Kawasan rawan banjir berada di 
rawan kawasan- kawasan rawan partisipasi sepanjang tanggul Desa Tongkoseng 
bencana alam bencana secara lebih akurat; masyarakat Kee. T ontonunu atau Sepanjnag Sungai dalam b. Pemetaan kawasan benc.ana penyelenggara Poleang. 

slam; an acmrntstrasi 
c. Pengaturan kegiatan manusia di kependucukan 

kawasan rawan bencana alarn; b.Penyiapan 
d. Melakukan upaya untuk ketersedraan 

mengurangi/ mentladakan resiko penduduk 
bencana alam; rentan 

ad min lstrasi e. Melakukan sosialisasi bencana kepenoudukan 
alam oaca masvarakat di daerah 



Pola Pengaruh 
Rencana Pola Ruang lndikasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan Lokasi Pengembangan No Ruang Saat Ruang Pada Periode Perencanaan Ruang terhadap Pelayanan SKPD 

Berkenaan Kebutuhan lni Pelayanan SKPD 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

rawan beneana; 
f. Peningkatan kapasitas 

masyarakat; 
g. Me!akukan pengelolaan dan 

konservasi DAS dan sumber 
daya aimya secara optimal; 

h. Melakukan penguatan 
kelembagaan menqena 
kebencanaan; 

i. Penguatan mata peneaharian 
masyarakat di daerah rawan 
bencana;dan 

j. Relokasi permukiman pada 
kawasan rawan beneana. 

a Kawasaa 
BugJdaya 

a. Kawasan b. Penetapan tata batas kawasan Peningkatan Kawasan hutan produksi tetap di 
peruntukan hutan produksi terbatas; partisipasi Poleang dan sekitamya, Rarowatu dan 
hutan produksi e. Pemanfaatan hutan produksi masyarakat sekitamya, Mataoleo dan sekitamya, 

terbatas seeara lestari; dalam Kabaena dan sekitamya 
d. Penetapan tata batas kawasan penyelengg araan 

hutan produksi; admi ni strasi Kawasan hutan produksi terbatas di 
e. Rehabilitasi hutan dan lahan kependudukan Keeamatan Matausu, Kee. Rumbia dan 

kritis; sekitamya, Kee. Rumbia T engah dan 
f. Perlindungan dan konservasi sekitarnya 

sumber daya hutan dan lahan; 
g. Pembinaan dan penertiban 

industri hasil hutan; 
h. Pengembangan hasil hutan 

bukan kayu; 
i. Pengembangan tanaman 

hutan; dan 
j. Peningkatan pemasaran hasil 

produksi. 
b. Kawasan 1. Peningkatan Tanaman pangan, Hortikultura, dan 

peruntukan Pengembangan sarana dan pa1isipasi Perkebunan di seluruh kecamatan 
pertanian prasarana; masyarakat Kawasan peternakan di wilayah Kab. 

2. dalam Bombana 
Pengembangan agroindustri; penyeleng garaan 

3. administrasi 
Pengembangan usaha tani kependudukan 
terpadu berwawasan 
agropolitan; 

4. 
lnventarisasi dan penetapan 
lokasi usaha petemakan dan 
kawasan sentra produksi 
temak; 

5. 
Penataan dan pengendalian 
lokasi usaha petemakan dan 
kawasan sentra produksi 
temak; 

6. 
enggembangan fasilitas dan 
infrastruktur pendukung; 

7. 
Pengembangan pusat 
pengumpul dan distribusi 



Pola Pengaruh 

Rencana Pola Ruang lndikasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan l.okasi Pengembangan No Ruang Saal Ruang Pada Periode Perencanaan Ruang terhadap Pelayanan SKPD Berkenaan Kebutuhan lni Pelayanan SKPO 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

petemakan; 
8. 

Pengembangan perkebunan 
besar dengan periibatan 
masyarakat sebagai inti dalam 
pola Perkebunan Jnti Rakyat 
(PIR); 

9. 
Peningkatan pemasaran hasil 
produksi; 

10. 
Pengembangan kawasan 
tanaman tahunan; 

11 
Peremajaan dan rehabilitasi 
untuk tanaman yang sudah tua; 
dan 

12. 
Penyusunan masterplan 
pertanian. 

c. Kawasan a. Pengembangan infrastruktur; Peningkaran Perikanan budidaya kolam air tenang di 
peruntukan b. Pengembangan balai benih dan partisipasi Kecamatan Poleang dan sekitarnya, 
perikanan pengembangan produksi ikan masyarakat Kee. Lantari Jaya dan Sekitamya 

(BBPPI); dalam 
c. Pengembangan unit kolam air penyelenggaraan Pengembangan pengolahan perikanan 

deras; adrnlnistrasi di Kecamatan Poleaang, Rumbia, 
d. pengembangan usaha kependudukan Rumbia Tengah, Masaloka Raya, dan 

pembenihan rakyat (UPR); Kabaena 
e. Pengembangan pasar ikan; 
f. Pengembangan industri 

pengolahan perikanan; 
g. Pengembangan pusat pengumpul 

dan distribusi; dan 
h. Penyusunan masterplan 

perikanan. 
d. Kawasan A. Penyusunan penefitian deposit Peningkatan Kee. Rarowatu dan Sekitamya, 

peruntukan mineral pertambangan; partisipasi Kepulauan Kabaena dan sekitarnya 
pertambangan B. Pengembangan kawasan masyarakat pertambangan: dalam c. Pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan usaha pertambangan; 

o. Penirg katan sarana dan prasarana administrasi 
kawasan pertambangan; kependudukan 

E. Pengembangan infoJmasi sumber 
daya mineral dan ene1gi; 

F. Peningkatan produksi dengan tetap 
mempematikan kelestarian 
lingkungan; 

G. Peningkatan peran serta 
masyarakat 

H. Pendataan ulang izin 
pertambangan; 

I. Reboisasi tanaman; 
J. Pengembangan keg iatan 

pertambangan umum lainnya; dan 
K. Reklamasi lokasi habis ditambang 

unaJk dgunakan komoditi lain. 
e. Kawasan a. Penyusunan masterplan Peningkatan lndustri menengah di Kecamatan 

peruntukan kawasan peruntukkan lndustn parti sipasi Poleang, Rumbia, dan Kabaena 
industri kecil dan mikro; masyarakat 

b. Penvusunan rencana penataan da!am 



Tabel 3.4 
Basil Analisis terhadap Dokumen KLBS 

Pola Pengaruh 
Rencana Pola Ruang lndikasi Program Pemanfaatan Rencana Pola Arahan lokasi Pengembangan 

No Ruang Saal Ruang Pada Periode Perencanaan Ruang terhadap Pe!ayanan SKPD Berkenaan xeoutuhan 
lni Pelayanan SKPD 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
kawasan sentra industri kecil; penyelenggaraan 

c. Pengembangan IKM dengan administrasi 
membentuk sentra - sentra kependudukan 
produksi; 

d. Peningkatan sistem 
pemasaran; 

e. Pemindahan sebagian industri 
kedalam kawasan ncustn; 

f. Pengembangan klaster-klaster 
lnduslri menengah; 

g. Membuka peluang sebeser- 
besamya bagi industri yang 
ramah lingkungan; 

h. Menempatkan produk usaha 
pada rest-rest area dengan 
pola kemitraan: 

i, Pengembangan aneka produk 
o!ahan; dan 

f. Kawasan 1. Penyusunan Rencana lnduk t. Peningkaian Pulau Sagori Kabaena, Tabako, dan Pulau 
peruntukan Pengembangan Pariwisata partiSipasi Malangke 
pariwisata Daerah; masyarakat dalam 

2. Penataan dan pengendalian penyelenggaraan 
adminiStrasi pembangunan kawasan obyek keperdudukan 

wisata; 2.Pengeooalian 
3. Tata batas obyek- obyek wista; perpindahan 
4. Pengembangan satuan kawasan penduduk 

wisata; 
5. Pengembangan obyek wisata 

utama; 
6. Pengkaitan kalender wisata 

kabupaten pengadaan kegiatan 
festival gelar seni budaya; dan 

7. Peningkatan akornodasi dan 
infrastruktur 

g. Kawasan Perkotaan: 1.Peningkatan Perkotaan: PKW, PKL, PPK 
peruntukan a. Pengembangan dan penataan parlisipasi Perdesaan : PPL 
perrnukiman kawasan; masyarakat 

b. Penyusunan rnasterplan datarn 
penyelenggaraan 

pengembangan permukiman; acmmistrast 
c. Monitoring dan evaluasi kependucukan, 

pelaksanaan masterplan 2.Peningkatan 
permukiman; pelayanan 

d Pengendalian pertumbuhan pendaftaran 
pembanguan perumahan baru; penduduk dan 

pencatatan sipil, e. Penataan dan rehabilitasi 3.Pe n ingkata n lingkungan kawasan pengendalian 
pernukiman kumuh; perpindahan 

f. Peningkatan penyehatan penduduk 
lingkungan permukiman; 

g. Pengembangan prasarana dan 
sarans kawasan cepat tumbuh; 
dan 



lmplikasi 
Catatan bagi 
Perumusan 

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS terhadap 
Program dan 

Pelayanan SKPD Kegiatan SKPD 

w m Q.l L!l. (fil 

1. Ketersediaan Air Bersih Kond1si Hidrologi Peningkatan 
Kabupaten Bombana dibagi partisipasi 
ke dalam dua baglan, yaitu masyarakat dalam 
air permukaan dan air penyelenggaraan 
ta nah. Air perm ukaa n, administrasi 
dilewati 2 (due) sungai kependudukan 
besar, yaitu Sungai 
tangkaoa dan Sungai 
Lantawonua 

2. Sampah Terjadi peningkatan volume Peningkatan 
sampah/hari dari tahun partisipasi 
2011 hingga saat ini, yaitu masyarakat dalam 
124,32 m3 (2011). 126,32 penyelenggaraa n 
m3 (2012), dan 250 m3 administrasi 
(2013). Ada peningkatan kependudukan 
yang signifikan pada tahun 
2013. 
Kabupaten Bombana 
memifiki tempat 
pemrosesan akhir sampah 
(TPA) seluas 5,5 Ha 
berlokasi di Oesa Lantowua 

Alih Fungsi tanan Hingga saat ini, konversi Peningkatan 
lahan terbangun semakin pa rtisipasi 
meluas ke daerah yang rnasyarakat dalarn 
bukan peruntukannya, baik penyelenggaraan 
secara natural ataupun adrninlstrasi 
terencana. Semakin tinggi kependudukan 
jumlah penduduk, disertai 
dengan kebutuhan ruang 
untuk tempat ttnggat 
menjadi salah satu 
penyebab konversi Jahan. 
Hal mi berimplrkasi pada 

4. meningkatnya kerusakan 
lingkungan. 
Penggunaanlahan 
Kabupaten Bombana 
sarnpai dengan tahun 2011 
terdiri atas lahan perta nia n 
seluas 200.490 Ha dengan 
rincian lahan sawah seluas 
11.689 Ha dan lahan 
bukan sawah seluas 
188.801 Ha, sedangkan 
lahan bukan pertanian 
seluas 131.126 Ha 

Kabupaten Bombana 



bersifatkelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan 

dimasa yang akan datang.Oleh karena itu, untuk memperoleh 
rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta 
dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu 
strategis. Rencana Strategis BKD Kab. Bombana periode 2017-2022 ini 
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kab.Bombana periode 2017-2022 dimana BKD Kab. Bombana 
menjadi salah satu SKPD yang berperan penting dalam mencapai Opini 
WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 
yang baik, akuntabel clan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola 
Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) sebagaimana Misi Bupati 
clan Wakil Bupati Kab. Bombana. Maka dalam rangka mewujudkan 
sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang 
Baik dalam roda Pemerintahan di Kab. Bornbana, BKD Kab. Bombana 
menetapkan beberapalsu-Isu Strategis dengan memperhatikan 
permasalahan-permasalahan pernbangunan clan perkembangan 
Kab.Bombana selama beberapa tahun di belakang clan dengan 
memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan 
pelayanan BKD Kab. Bombana di masa depan serta dengan menelaah 
dokumen-dokumen perencanaan diatas yaitu Renstra 

meridesak, pan Jang, berjangka 

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus 

diperhatikan a tau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi 

entitas(daerah/masyarakat) dimasa dating suatu kondisi atau 

kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila 

tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar 

atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarak dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis 

adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, rnendasar, 

3.5. Penetuan Isu-lsu Strategls 



Dengan mengangkat keempat Isu Strategis diatas diharapkan akan 
terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat 
mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Bombana serta dapat menjadikan BKDKab. Bombanasebagai 
pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel 
serta sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan 
Keuangan Pernerintah Kab. Bombana (WTP) setiap tahunnya. 

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah oleh OPD Sadan 

Keuangan Daerah sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas 

sebagai OPD Sadan Keuangan Daerah, juga melaksanakan tugas 

lain, an tara lain yai tu: 

1. Mengesahkan DPA-OPD; 

2. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); 

3. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 

4. Menetapkan SPD. 

5. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat 

pengguna anggaran atas beban rekening kas daerah. 

Dengan memperhatikan tugas-tugas terse but, guna 

rnenunjang kelancaran pelaksanaannya, Sadan Keuangan Daerah 

memberikan fasilitas pelayanan kepada seluruh OPD dilingkup 

Pemerintah Kabupaten Bombana. 

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkuali tas; 
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP); 
3. Pengelolaan Perbendaharaan Tertib Administrasi; 
4. Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib Administrasi. 
5. Pendataan dan penagihan PAD yang profesional 

Kementerian/Lembaga, Provinsi, RTRW Kab. Bombana dan KLHS 

se bagai beriku t : 



Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan 

strategis yang bertujuan untuk menyusun program, kegiatan dan 

anggaran yang akan dilaksanakan OPD. Sasaran strategis jangka 

menengah Renstra OPD adalah suatu hasil yang diharapkan 

terhadap suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, 

spesifik, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 

lima tahun mendatan. Sehubungan sasaran kedua dari Misi kedua 

pada RPJMD Kabupaten Bombana, yaitu "Meningkatnya kualitas 

administrasi keuangan, pengelolaan kinerja dan pengawasan 

birokrasi" serta Indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, maka 

sasaran jangka menengah yang dirumuskan yaitu: 

1. Terlaksananya pelaporan keuangan dan barang milik daerah 

sesuai SAP bebrbasis akrual; 

2. Terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah 

Pemerintah Kabupaten Bombana. 

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan 

pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan 

suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan 

pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan 

prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan 

antara perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan 

pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam rangka 

untuksinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah 

dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses 

penyusunan perencanaan baik ditingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota dan salah satunya dengan menyusun isu-isu 

strategis beserta kegiatannya. 

Isu-isu strategis program prioritas adalah sasaran strategis 

pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan 

untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah 



dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan 

RPJMD dengan spesifikasi antara lain: 

1. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah; 

2. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategisnasional; 

3. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau 

sebagian; 

4. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelasdan terukur. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bombana, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan 

dan asset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan 

penganggaran pada Rencana Pembangunan Jangka menengah 

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 

2022 melalui penyusunan isu-isu strategis program prioritas. 

Pengertian isu strategis program prioritas adalah sasaran 

strategis OPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan 

misi OPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu 

pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan 

prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis 

program prioritas OPD juga diharapkan mampu memberikan 

manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronisasikan 

perencanaan program prioritas dan strategi santara OPD dengan 

program-program Pemerintah Daerah. 

Spesifikasi isu- isu strategis/program prioritas OPD Badan 

Keuangan Daerah untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan 

program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bornbana, antara lain: 



No. lsu Strategis Nilai skla kriteria ke- Total 
skor 1 2 3 4 5 

1 Pelayanan admirii strasi 90 75 75 60 50 350 
2 Peningkatan sarana & prasarana 90 75 75 75 50 365 
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 75 75 70 75 50 345 
4 Peningkatan kapasitas sumber 75 75 75 60 50 335 
5 Peningkatan & pengembangan 100 95 95 85 80 455 
6 Pembinaan dan fasilitasi 100 95 95 80 80 450 
7 Peningkatan pote nsi pendapatan 100 95 90 80 80 445 

Tabel 3.6 
Nilai Skala Kriteria 

1. Nilai = 1 untuk skala tidak prioritas; 
2. Nilai = 2 untuk skala kurang prioritas; 
3. Nilai = 3 untuk skla cukup prioritas; 
4. Nilai = 4 untuk skala prioritas; 
5. Nilai = 5 untuk skala sangat prioritas. 

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis program 
prioritas pada suatu OPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan 
menggunakan skala linkert, antara lain: 

No. Kriteria Bo bot 

1 Memiliki pengaruh yg signifi.kan terhadap pencapaian 30 
sasaran RPJMD Kabupaten 

2 Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD 20 

3 Dampak yang ditimbulkan terhadap OPD/publik 15 

4 Memilki daya saing untuk pembangunan daerah 20 

5 Kemungkinan/kemudahan untuk ditangani 15 

Total 100 

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strtegis Program Kegiatan 

Tabel 3.5 



program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas 
se bagai berikut: 

1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 
2. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 

3. Peningkatan potensi pendapatan daerah; 
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 
5. Pelayanan administrasi perkantoran; 

6. Peningkatan disiplin aparatur; 
7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. 

strategis . . masmg-masmg isu skor rata-rata kriteria diketahui 
Berdasarkan tabel 3. 7 diatas hasil perhitungan nilai skala 

Tabel 3.7 
Rata-rata Skor Isu-Isu Strategis Program Prioritas 

No. Isu Strategis Total Rata- 
skor rata skor 

1 Pelayanan administrasi perkantoran 350 70 
2 Pe ningkatan sarana & prasarana aparatur 365 73 
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 345 69 
4 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 335 67 
5 Peningkatan & pe ngernbangan pengelolaan keuangan daerah 455 91 
6 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 450 90 
7 Peningkatan potensi pendapatan daerah 445 89 



Visi "Mewujudkan Bombana Sejahtera (Munajah) 
Tahon 2017-2022" 

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai 
dalam organisasi dimasa datang oleh semua pihak yang 
berkepentingan di dalam organisasi.Pernyataan misi 
mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai mist. 
Pernyataan misi menjelaskan mengapa organisasi perlu eksis dan 
bermakna di masa yang akan datang. Dalam proses 
pengembangan misi perlu adanya aspirasi dan persepsi atau 

masukan dari stakeholders di mana pernyataan misi harus 
menyatakan kepedulian Organisasi untuk kepentingan 
masyarakat dan kerjasama dengan stakeholders. 

Adapun Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana 
merupakan Tujuan dalam pencapaian Misi Kepala Daerah adalah 
Melanjutkan Reformasi Birokrasi. 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra OPD BKD 
a. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu 
tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau akan dihasilkan 
dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tidak harus dinyatak dalam 
bentuk kuantitatif akan tetapi dapat menunjukkan kondisi yang 
ingin dicapai dimasa mendatang. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam 
merealisasi visi dan misi Kabupaten Bombana, adalah sebagai 

berikut: 

BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 



b. Sasaran 
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan 

rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima 

tahun kedepan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral 

dalam perencanaan strategi suatu organisasi. 

Target capaian sasaran : 

1. Meningkatnya tatakelola pengelolaan keuangan daerah yang 

akuntabel berdasarkan jumlah OPD yang menyusun laporan LKPD 

yang sesuai SAP/ Jumlah OPD seKab. Bombana x 100% 

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah berdasarkan PAD t_n - PAD 

t_(n-1) / PAD t_(n-1) x 100% 

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD Kab. Bombana 

berdasarkan hasil evaluasi TIM Sakip Kabupaten Bombana. 

BB BB BB cc 
evaluasi 
SAKIP Sadan 
Keuangan 
Daerah Kah. 
Bornbana 

Hasil 1. Meningkatnya 
akuntahilitas 
kinerja BKD 
Kah. Bombana 

Peningkatan 
nilai 
predikat 
SAK IP 

22,69 22, 73 22,85 22.91 23,01 

Persentase 
peningkatan 
Pendapatan 
Asli Daerah 

2. Meningkatnya 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Persentase 
OPD yang 
menyusun 
Laporan 
Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 
Pemerintah 
Daerah 
(LKPD) 
sesuai SAP: 

A 

I. Meningkatnya 
tata kelola 
Pengelolaan 
Keuangan 
daerah yang 
akuntabel 

1. Mewujudkan 
Pelayanan 
Birokrasi yang 
Bersih dan 
Akuntahel 

1. Opini atas 
laporan 
keuangan 
pemerintah 
daerah 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 
TABEL 4.1. 



Sasaran tersebut berisi pernyataan apa yang hendak ingin 

dicapai suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun 

sasaran yang mgm dicapai Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Bombana yaitu: 

1. Meningkatnya tata kelola Pengelolaan Keuangan daerah yang 

akuntabel. 

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. 

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKD Kah. Bombana, 



No Tujuan Sa saran Strategi Arah Kebijakan 

1 2 3 4 5 
1 Terwujudnya Meningkatnya tata Melaksanakan anggaran Penataan dan revitalisasi 

Pelayanan Birokrasi kelola Pengelolaan berbasis kinerja secara tertib administrasi 
yang Bersih dan Keuangan daerah konsisten dan pengelolaan anggaran 
Akuntabel yang akuntabel berkesinam bungan OPD 

Monitoring dan evaluasi Meningkatkan kualitas 
laporan realisasi tata kelola pemerintahan 
anggaran dan belanja desa yang profesional 
masing - masing desa 
sesuai petunjuk teknis 
pengelolaan dana desa 
yang berlaku 

Tlijuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
TABEL 5.1. 

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, perlu menyusun 
dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan 
strategi dan kebijakan pemerintah daerah serta rencana program 
prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan 
0'angka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan 
adalah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mencapai tujuan dan 
sasaran dengan efektif dan efisien. 

Sedangkan dari hasil analisis sasaran untuk menentukan 
faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang relevan dan 
valid adalah prasyarat awal bagi penetapan strategi. Oleh karena 
itu dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada 
untuk lima tahun yang akan datang, Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana menetapkan strategi, sebagai berikut 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

BABV 



Menciptakan Penataan ruang yang 
lingkungan kerja yang representatif per sub. 
nyarnan dan disiplin Bagian dengan tujuan 
dengan znembuat sistern unruk mendapetkan 
kerja yang berorientasi kenyamanan dalarn 
pada output yang bekerja serta rnenjaga 
berkualitas kedidiplinan kerja 

Peningkatan pengelola Melakukan pengelolaan 
administrasi kas daerah adrninistrasi kas berupa 
secara tepat waktu dan penyiapan anggaran kas 
tepat sasaran dan penyediaan SPD serta 

penerbitan SP2D bagi 
OPD lingkup Bombana 

Penyusunanlaporan Melakukan rekonsiliasi 
keuangan dan BMD secara langsung dan 
sesuai SAP berbasis monitoring/evaluasi baik 
akrual secara langsung maupun 

tidak Jangsung kepada 
OPD 

Peningkatan validasi Melakukan inventarisasi 
pengelolaan data dan pemetaan aset 
aset/BMD daerah/BMD 

Meningkatnya Melaksanakan Meningkatkan pendataan 
Pendapatan Asli identifikasi surnber - potensi Pajak Daerah dan 
Daerah sumber PAD Retribusi Daerah 

Optimalisasi Peran Perluasan dan 
BUMD dalam Peningkatan potensi 
pengelolaan aset dan sum ber-sumber 
peningkatan pendapatan asli daerah 
pendapatan daerah 

Peningkatan Mengoptimalkan fungsi 
pengelolaan dan tekonologi informasi 
pengolahan data base secara online dan 
pendapatan, keuangan berbasis web. 
dan BMD 

Meningkatnya Menyusun laporan Menyusun rencana aksi 
akuntabilitas kinerja SAKIP tepat waktu dari setiap program dan 
BKD Kab. bombana kegiatan 

Evaluasi Program dan 
Kegiatan 

http://XICIIUctjJctLa.il


Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan 
sejumlahprogram prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan 
tugasdan fungsi Sadan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, 

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu 
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa 
instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat 
guna mencapai sasaran tertentu. Selain itu sesuai dengan 
perkembangan dantututan kedepan serta dengan mengacu kepada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bombana Tahun 2017-2022. 
Program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Sadan 

Keuangan Daerah Ka bu paten Bombana untuk mencapai 
keberhasilandalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang 
ingin dicapai selama Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut: 

BABVI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 



lndlkator Data 
oapai Tar1:et Klnerja Pro&ram dan Keran1:ka Pendanaan 

!Unetja,Ta,j an llnlt nan, pada l<ondlai i<lne,da pada !<erja 
l<o Pro,ram Saaaran Tahu Tahun-1 Tahun·2 Tahun-3 Tahun-4 Tabun·S akhir Perlode Jlen&tra Bi<PD TuJuan BaMraD de dan Prol,'l'am Bi<PD Pen an 

Keclahn (Outcome) n 
dan Awal w...i 

l<e&iatan Pere awah 
ncan Tarce llp T•rce Jlp Tarr,e llp Tarce Jlp Tar1e llp Tarce llp toutput) nan t t t t t t 

{l) (2) (3) (5) (6) {7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) {14) jl5) (16) (17) (18) (19) {20) 

A, MIS! 1 ME1,ANJ11Ti<AN llltfOJlMABI 
BlllOi<llABI 

a. M- Oplnl ataa WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Bl<D 
-.Jud Laporan 
Jean Keuanpn 
Pela Pemerlntah 
yan Daerah 
an 
Biro 
kr ... 
I 
:,an 
I( 
Bere 
lk 
dan 
Akn 
ntah 
el 

l Menlnt: peraentaae 100% 100 100 100 100 100 100 Bi<D 
katkan OPD:,anc 2.944.3150.000 3.313.:JS0,000 S.036. 7:JS.000 S.693.907,SOO S.S8S.196.6Sl 24.722.1529,131 
tat a men:,uenn 
kelola Lap or an 
Pent:el Keuanpn 
olaan Pemerintah 
Keuan.1 Daer ah 
an (Li<PD) 
daerah •esualBAP 
:,ant: 
almnta 
hel Pro,ram Bataa TW TW TW 2.229.800 TW TW TW TW 

Penlnckat waktu l. 326.200.000 2.482. 780.000 2. 731.0SB.OOO 3.004.163.800 11.774.001.800 
an dan Pen:,usuna 
Pencemha aAPBD Bid. 
ncan seaual Ant:rr 
Pent:elola peraturan an 
an :,ant: 
Keuanpn berlakn 
Daerah 

TABEL 6.1 
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana 



Penyusun Rape rd a 1 1 l 1 I 1 1 an APBD tepar Doku Doku 219,300.000 Doku 272.000.000 Doku 299.200.000 Doku 329.120.000 Doku 362.032.000 Doku 1.481.652 .000 
~ncangan waktu men men men men men men men 
peraturan 
daerah 
ten tang 
APBD 
Penyusun Penyusunan . 1 l 1 l 
an KUA J Dokumen . Doc 30.000.000 DOI; 33.000.000 Doc 36.300.000 Doc 99.300.000 
P!>AS KUA I PPAS 

tepatwaktu 

Penyusun Perbup l l l l l I l 
an Penjabaran Doku Doku 144.500.000 Doku 236.000.000 Doku 259.600.000 Doku 285.560.000 Doku 314.116.000 Doku 1.239. 776.000 
rancangen APBD tepat men men men men men men men peraturan waktu 
KDH 
ten tang 
penjabara 
nAPBD 
Penyusun Raperda L l l 1 l l l 
an APBD Doku Doku 282 .300.000 Doku 365.500.000 Doku 402.050.000 Doku 442.255.000 Doku 486.480.500 Doku 1.978.585.500 
rancangan Perubahan men men men men men men men 
peraturan tepat waktu 
daerah 
ten tang 
perubaha 
nAPBD 
Koordinasi Juml~h 2 2 2 2 2 2 2 
Perencana Koordinasi Doku Doku 45.000.000 Doku 690.000.000 Doku 759.000.000 Daku 834.900.000 Doku 918.390.000 Doku 3.247 .290.000 
an dan men men men men men men men 
Pelaksana 
enAPBD 
Pcnyusun Jumlah 1 I l L 1 l I an Perbup yang Doku Daku 41.300.000 Daku 38.300.000 Doku 42.130.000 Doku 46.343.000 Doku 50.977.300 Daku 219.050.300 
Standar disusun men men men men men men men 
Biaya tepat waktu 
Umum 
Penyusun Jumlah SPD 54 54 54 54 54 54 54 
an Surat yang Doc Doc 52.000.000 Doc 86.000.000 Doc 94.600.000 Doc 104.060.000 Doc 114.466.000 Doc 451.126.000 
Penyediaa diterbitkan 
n Dana 
Koordinasi Jumlah I l l I l 1 l 
dan Dokumen Doku Doku 150.000.000 Doku 165.000.000 Doku l8 l.500.000 Doku 199.650.000 Doku 219.615.000 Doku 915.765.000 
Pelaksana yang men men men men men men men 
an dlselesaikan 
Kegiatan 
Pinjaman 
Dae rah 
Penyusun Jumlah 2 Doc 2 Doc 2 Doc 2 Doc 2 Do<: 2 Doc 2 Doc 
an Paker dokumen l2l.800.000 108.500.000 119.350.000 131.285.000 144.413.500 625.348.500 
Regulasi regulasi 
ten tang pengetotaan 
Pengelolaa kcuangan 
n daerah 
Keuangan 
Dae rah 

.-------------------------------------------·-··-··--·· 



Scsialisasi Jumlah - - 54 54 54 54 54 
Kebijakan Peserta OPD 26.500.000 OPD 29.150.000 OPD 32.065.000 OPD 35.271.500 OPD 122.986.500 
Pengelolaa Sosiaiisasi 
n 
keuangan 
Dae rah 
Pelatihan Jumlah o.o-s 121 121 121 121 12 l 121 pengejolaa desa yang Des a l00.000.000 Desa 82.000.000 Des a 90.200,000 Desa 99.220.000 Desa 109.142.000 Desa 480.562 .000 
n rnengikuti 
penatausa pelatihan 
haan Siskeudes 
kcuangan 
desa 
Monltorin Jumlah 0,0% 12 l 121 [2[ 121 l2J 12[ 
g dan desa yang Des a 170.000.000 Desa 160.000.000 Des a 176 000.000 Desa !93.600.000 Desa 2!2.960.000 Desa 912.560.000 
evaluasi mengikuti 
pcngclolaa rekon 
n APB Des 
keuangan 
dcsa 
Ptog,-am PHWentaaei 100 100 100 100 100 100 100 
l'anlnglrat Ol'D T9J1I! 381.600.000 304.000.000 424.400.000 466.840.000 Sl3.S24.000 2 .091.364.000 
Olldan m.eayaamt 
l'engemba Laporan Bid. ngan Jteuangan Akunt l'•ngelola tepat .... 1 an waktu dan 
Keuangan ••ualSAI' 
tlaerah 

Penyusun Penyusunan 2 Doc 2 Doc 2 Doc 2 Doc 2 Doc: 2 Doc 2 Doc 
an la po ran 178.600.000 126.000.000 138.600.000 152.460.000 167.706.000 763 .366.000 
laporan keuangan 
keuangan semesteran 
semestera pemerintah 
n daerah 
pernerinta 
h daerah 
Penyusun Penyusunan l l l l l l l 
an rancangan Daku Doku 204.000.000 Doku 178.000.000 Daku 195.800.000 DOk\l 215.380.000 Daku 236.918.000 Daku 1.030.098.000 
rancangan peraturan men men men men men men men 
peraturan daerah 
da.erah ten tang 
tentang pertanggung 
pertanggu jawaban 
ngjawaba pelaksanaa 
n nAPBD 
pelaksana 
anAPBD 
Monitorin .Jurnlah 0,00/o - - l l 1 l 
g dan Dokumen - Daku 50.000.000 Daku 55.000.000 Doku 60,500.000 Doku 165.500.000 
evaiuasi penyusunan men men men men 
percepata akhir \ahun 
n laporan 
penyusun keuangan 
an akhir 
tanun 
la po ran 
keuangan 
pernerinta 



h daerah 

Monitorin Jumlah 1 I 1 I I 1 

' Laporan Daku Doku Doku 40.000.000 Daku 44.000.000 Daku 48.400.000 Daku 132.400.000 
Keuangan yang dibuat men men men men men men 
BLUD/JK 
N/BQS 
Ptocra.m Pene1ata•e JOO 100 100 100 100 100 100 
p..._i.i,kat 8PP dall 118.000.000 240.:100.000 :164.2:ZO.OOO :Z90.64:Z.000 319.706.200 1.182. 768.:ZOO 
&Ddai,. 8PNy.,.C Bid. Pencemba diterbltlol .. Perbe,. .. ,. .. 8P~D ,.ya dahara Pe,.celola ... ... 
Keua1apD 
Daer ah 
Verifikaa, Jumlah SPP 700 700 700 700 700 700 700 
SPJ SKI'D dan SPM Doc Doc 68.000.000 Doc 240.200.000 Doc 264.220.000 Doc ::190.642.000 Doc 3 l 9. 706.200 Doc 1.182.768.200 

OPDyanc 
ditclitl 
sesual 
sisdur 

Pro cram Per•e11taae 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
Pe,.J,.pat 8ILPA 886.SSO.OOO 871.180.000 9S8.~6S.OOO 1.054.091.SOO 1.1S9.S00.6SO 4.6~9.SS7. lSO 
&Ddai,. terhadap Bid. Pe,.cemba APBD Perbe,. .. , ... dahata Pe,.celola ... ... 
Keua"II&" 
DH rah 
Penarausa Jumlah 12 12 l:l 12 12 12 12 
haan dan dokurnen Doc Doc 152.450.000 Doc 176.800.000 Doc I 94.480.000 Doc 213.928.000 Doc 235.320.800 Doc 972.978.800 
Pengendal 
ian Gaji 
PNS 
Penyusun Jumlah I 1 1 I 1 I I 
an laporan Lapar Lapar 93.600.000 Lapar 116.600.000 Lapor 128.260.000 Lapar 141.086.000 Lapar 155.194 .600 Lapar 634.740.600 
La po ran pertanggung an an an an an an an 
Pertanggu jaw a ban 
ngjawaba yang 
nBUD disusun 

sesuai 
peraturan 
perundang- 
undanzan 

Penyusun Jumlah 12 12 12 12 12 12 12 
an Laporan l.apor Lapar I 10.600.000 Lapar 186.450.000 Lapor 205.095.000 Lapar 225.604.500 Lapar 248. !64.950 Lapor 975.914.450 
Laporan yang dibuat an an an an an an an 
Paiak 
Rekonsilia Jumlah 12 12 12 12 12 12 12 
sl dan Dokumen Lap or Laper 22 9. 900.000 Lapar 364.800.000 Lapor 401.280.000 Lapar 441.408.000 Lapar 485.548.800 Lapor I. 922. 936.800 
Pelaporan yang an an an an an an an 
Dana disusun 
Transfer tepat waktu 
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Pu sat 

Sosialisaai .Jumlah - 54 54 54 54 54 
KcbiJakan Peserta OPD 26.500000 OPD 29.150.000 OPD 32.065.000 OPD 35.271.500 OPD 122.986.500 
Pengelolaa SO:ii81iBasi 
n 
keuangan 
Daerah 
Ptogram Batu TW TW TW TW TW TW TW 
Peologkat Waktu 459.000.000 1.537.100.000 907.060.000 997.766.000 413.941,001 4,314.867.001 .... Rekoo A•et 

Bid. Peo•elola 
Aaet •nBac'ang 

Mruk 
Paerah 
Peningkat Jumlah l Doc l Doc l Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 1 Doc 
an Dokumen 59.000.000 202.000.000 222.200.000 244.420.000 268 .862 .000 996.482.000 
manajeme yang dibuat 
n 
invent811s 
asi aset 
daerah 
Pengelolaa Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% n sisteim Data 250.000.000 513 .600 .000 564.960.000 621.456.000 1.950.016.001 
informasi terinput 
Keuangan1 yang 
pendapata berhasll 
n dan diRekam 
BMD 
Sensus Jumlah Aset 18,0 100,0 100% 
Ba rang yang didata % - 712.500.000 % 712.500.000 
Millk 
Dae rah 
Penertiba JumlahAsct 18,9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
n barang yang % 105.000.000 58.000.000 63.800.000 70.180.000 77.198.000 374.178.000 
milik ditertibkan 
daerah 
Penghapu Jumlah aset 18,3 100% 100% 100% 100% 100% 100% san Pemda yang % 45.000.000 51.000.000 56.100.000 61.710.000 67.881.000 281.691.000 
/penyusut dihapus/dis 
an aset usutkan 

Ptogram Per•enta•e 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bld•o• 
Peologkat laporan 133.000.000 131.000.000 144.100.000 188.510.000 174.361.000 729.971.000 Aaet 
ao BMPyaog 
Peogelola (llboat 
an Buang aeaual SAP 
MllJk 
Paerak 
Penyusun Jumlah 19,6 1 Lap l Lap I Lap 1 Lap l Lap l Lap 
an La po ran % 122.000.000 13 l.000.000 144.100.000 158.510.000 174.361.000 729. 971.000 
Laporan BMDyang 
akhir dapat 
tahun dipertanggu 
BMD nziawabkan 



2 Menh11 Peraenta,e 22,6 22,6 22,7 HHUIH# 22,9 HH HH Bldaq 
katnY• penlqkata 9 1. 725. 862.500 3 22,8 2.930.061.200 1 3.2 23.067. 320 3.545,374.052 14.088.057.072 
Pendap • 5 
ata21 Pendapatan 
As.11 Aall Daerah 
Dae rah 

P:ro1ta11t Per sent ase 
Penlnpat Pcnctimaan 765.000.000 l.080.300.000 1.188.330.000 1.307.163.000 1.43 7. 879.300 5.778.672.300 Bid. 
an PAD Pena&l 
Pendapat han 
an Daerah 
Evaluasi jurnlah OPD !2 12 12 12 12 12 12 
Berk ala penghastl OPD OPD 69.000.000 OPD 68.300.000 OPD 75.130.000 OPD 82.643.000 OPD 90.907.300 OPD 385. 980.300 
PAD PAD yan1 

mengikuti 
mpat 
Evaluaai 

Penyeleng Jumlah 15 15 15 15 15 15 15 
1araan wajib Pajak WP WP 78.500.000 WP 78.500,000 WP 86.350.000 WP 94.985.000 WP 104.483.500 WP 442.818.500 
Pekan yang 
Pan utan rnendapat 
Pajak reword 
Daerah 
Monitorin Jumlah 12 12 12 12 12 12 1:2 
s. Dokumen Doc Doc 65.000.000 Doc 65.000.000 Doc 71.500.000 Doc 78.650.000 Doc 86.515.000 Doc 366 .665.000 
Evaluasi hasil 
dan minitoring, 
Pelaporan Evaluasi 
Realisasi dan 
Penerirnaa pelaporan 
nPAD 
Pelaksana Jumlah 
an wajib p ajak 53,35 53,35 310.000.000 53,45 SOD.ODO .000 53,63 550,000.000 53,70 605.000.000 53,97 665.500.000 53,97 2.630.500.0QQ 
pemungut yang ditagih 5 WP 5 WP SWP 9Wp DWP 3WP 3WP 
an pajak 
daerah 
Perce para Persentase 34,0 34,16 .25,00 20% 
n capaian % 80.000.000 49,48 238.000.000 33,33 261.800.000 287.980.000 20,00 316. 778.000 1.184.558.ooo 
Pelaksana tunggakan 
an Pajak 
Tunggaka Daerah per 
n Pajak tahun 
Daerah 

Rekonsilta Jumlah 12 12 12 12 12 12 12 
si OPD OPD OPD 162.500.000 OPD 130.500.000 OPD 143.550.000 OPD 15 7. 905.000 OPD 173.695.500 OPD 768.150.500 
Pendapata penghasil 
n Asl! PAD dan 
Daemh Wapu yang 

melakukan 
rekon 

r---------------------------------------~~--~ ·----- 



Propam Pera.en ta HI 100, 100 100 100 100 lOO 100 Bld. 
Penlnckat Permohon• 0% 36.500.000 36.500.000 39.150.000 33.065.000 35.371,500 149,486,SOO PenaJ:i 
an a laan 
P•ndaJl"t Xdaer•t•n 
an D•er•h Pajak 

Daerab 
Yan1:DI 
Seleaalkan 

Penangan Jumlah 100~,a !00% 100% 100% 100% 100°10 an Kasus Pcngaduan 26.500.000 26.500.000 29.150.000 32.065,000 35.271.500 149.486 500 
I dan 
Sengketa Kcberatan 
Pelaksana Yang 
an Pajak Terselesaika 
dan n 
Retribusi 
Dae rah 
P,ov•m J-.mlab 100% 100 100 100 100 lOO 100 Bid. 
Penlnckat potenal 934,363,500 1,556,893.000 1, 713.581.300 1,883, 839 .330 3.o?:a.333,353 8, 159, 898.3 73 Pend at 
an PADyanJ: HD 
Pend a pat tOl'd•t• 
•n D•er•b 

PcngcJolaa Jumlah lOO% 100% 100%, 100% 100% 100% !00% 
n Sistern Objek Pajak 179.900.000 505.092.000 555.601.200 61 L.161.320 672.277.452 2.524.0J l.972 
Manajcme PBS P2 
n yanJ: 
Inforrnasi berhasil 
Objek direkam 
Paiak 
Perrnasyar Jumlah 3 Kee 3 Kee 4 Kee 5 Kee 7 Kee 22 
aka tan K"camatan 34.962.500 60.900.000 66.990.000 73.689.000 81.057,900 Kee JI 7.599.400 
dan yang 
Penyuluha meadapatka 
n Pajak n 

penyuluhan 
pajak 

Verifikasi Jumlah lOO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
dan ohjek/ su bjc ~~ % 608.000 .000 % 571.900.000 ·-· 629.090. 000 % 691. 999 ,000 % 761.198.900 ~·(I 3.262.187.900 ,o 
Validasi k pajak 
Data yang 
Obyek diveriflkast 
PBB-P2 

Identiflkas Jumlah I Doc 1 Doc l Doc I Doc 1 Doe I Doc 1 Doc 
i dan dokumen 200.000.000 220.000. 000 242.000.000 266.:200,000 928.200.000 
Verifikasi hasil 
Data identlflkasi/ 
Piutang ver-iflkaai 
Pajak data 
Daerah piutang 

pajak 
daerah 

1.r------------------------------------~--~- - -- --- 



Pendataan Jumlah 100,0 100,0 100.0 ]00,0 100,0 100,0 !00,0 
Obyek Data Objek c:%, % 111.500.000 ~ .. ;, I 31.500.000 %, 144.650.000 % 159.115.000 % 175.026.500 ~(I 721. 791.500 
Pajak Pajak 

daersh Yan1 
berhasil di 
Data 

Sosialisasi Jumlah 12 12 . 
Kebijakan Peserta OPD 87.500.000 OPD 96.250.000 105.875.000 I J 6.462 .500 406.087.500 
PAD scsialisasi 

3 Meulu1 HH!l cc cc BB BB BB A A Sekret 
k•tn7• ltvaluad 130.000.000 143.000.000 187.300.000 384.100.000 •rl• A,kuuh BAKU' 
bWtH Bad an 
Kiuer;I• Keuan1•n 
BKD D•er•h 
K•b. Kab. 
Bo.mb• Bomb•n• 
ua l'euluakat Per•ent••e 0 0 . 0 100 100 100 100 Bekret 

•u laporan 65.000.000 71.500.000 78,650.000 :215.150.000 .r1. 
Pen1emba kluerj• dau 
n1•n keu•n1•n 
Blate:111 7•01 
l'el•por•u berlnu.11.tu 
Capalau llo tep•t 
Kium:J• waktu 
dau 
K•n•naan 
Penyusun Jumlah 0 0 !Doc I Doc I Doc 1 Doc 
an laporan 30.000.000 33.000.000 36.300.000 99.300.000 
laporan kinerja yan1 
Capaian sesuai SAP 
Kinerja& 
Ikhtisar 
realisasi 
Kinerja 
OPD 
Penyu sun Jum!ah 0 0 2 Doc 2 Doc 2 Doc 2 Doc 
an laporan 35.000.000 38.500.000 42.350.000 115.850.000 
Laporan keuangan 
Keuangan semesteran 
Semestera yan1 sesual 
n SAP 
l'euiup•t Peraent••e 0 0 . 0 100 100 100 100 Bekret 
au Blatem laporan 65.000.000 49.500.000 84.450.000 168.950.000 ..... 
Pe,encan perenc•naa 
HDBKl'D D yaDI 

berkua.11.ta• 
e, tep•t 
••ktu 

.-------------------------------------------------------------~--· ·-··· . 



Penyu sun Jumlah 0 0 0 1 D0c 1 Doc 
an Dokumen 20.000.000 - 20.000.000 
Rencana Perencanaa 
Stratcgis n yang 
(Renstra) berkualitas 
SKPD dan tepat 

waktu 

Penyusun Jumlah 0 0 0 2 D0c 2 Doc 2 Doc 2 Doc 
an Dokumen 20.000.000 22.000.000 24.200.000 66.200.000 
Rencana Renja Ke,:ta 
Kerja yang 
(Renja) berkualitas 
SKP dan tepat 

waktu 
Penyusun Jumlah 0 0 0 2 D0c 2 Doc 2 Doc 2 Doc 
an Dokumen 25.000.000 27.500.000 30.250.000 82.750.000 
Rencana RKAyang 
Kerja dan berkualitas 
Anggaran dan tepat 
(RKA) waktu 
SKPD 
PYopam Per•ent••e 100 100 100 100 100 212473:1800 100 2337209380 100 ,~iu.t 
Pelaya:n.a cakupan 1. 720.300.000 1. 7:1:1.980.000 1.931.:178.000 9 .869.803.180 aria 

" pela:,anan 
Admlnlatr admlnlattaa 
.. 1 1 
Perkantor perkantora 
an n 
Penyediaa Jumlah 350 400 450 500 550 600 600 
n Jasa "Surat 300.000 100.000 110.000 121.000 133.100 764.100 
Surat masuk dan 
Menvurat surat keluar 
Penyediaa Lama waktu 12 12 12 12 12 12 12 
nJasa pemenuhan Bln Bin 150.000.000 Bin l61.900.000 Bin 178.090.000 Bin 195.899.000 Bin 215 .488. 900 Bin 901.377.900 
Komunika kebutuhan 
si, air, Iistrik, 
Sumber telefon dan 
Daya Air [a,; 
dan 
Listrik 
Penyediaa Jurnlah 234 234 246 249 253 260 260 
n Jasa kendaraan Unit Unit 30.000.000 Unit 31.250.000 Unit 34.375.000 Unit 37.812.500 Unit 41.593.750 Unit 175.031.250 
Pemelihar dinas 
aan dan operasional 
Perizinan yang 
Kendaraa terpelihara 
n 
Dinas/Op 
erasional 
Penyediaa Jurnlah l2 12 12 12 12 12 12 
n Jasa dokurncn Doc Doc 450.000.000 Doc 460.080.000 Doc 506.088.000 Doc 556.696.800 Doc 612 .366.480 Doc 2.585.231.280 
Adrninistr pengelolaan 
asi keuangan 
Keuangan 



Penyedlaa Luasan 7.000 r.ooo 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 
n Jasa gedung dan M2 M2 25.000.000 M2 25.800.000 M2 28.380.000 M2 31.218.000 M2 34.339.800 M2 144.737.800 
Ktbersiha halaman 
n Kantor, kantor yang 
Peralatan terpelihara 
Kebersiha 
n dan 
bahan 
pernbersih 
Penyediaa Pernenuhan 12 12 ]2 12 12 12 12 
n Alat ATKyang Bin Bin 55.000.000 Bin 55.300.000 Bin 60.830.000 Bln 66.913.000 Bin 73.604.300 Bin 3 ll .64 7 .300 
Tubs mernadai 
Kantor 
Penyediaa Xetersediaa ]2 12 12 12 12 12 ]2 
n Barang n barang Bin Bin 63.000.000 Bin 63.250.000 Bin 69.575.000 Bin 76.532.500 Bin 84.185.750 Bin 356.543.250 
Cetakan cetak dan 
dan penggandaa 
Penggand n 
aan 
Penyediaa Ketersediaa 12 12 12 12 12 12 12 
n n komponen Bula Bula 4.000.000 Bula 4,000.000 Bula 4.400.000 Bula 4840.000 Bula 5.324.000 Bula 22.564.000 
komponen instalasi n n n n n n n 
mstalast listrik 
li~trik/ 
penersnga 
n 
bangunan 
kantor 
Penyediaa Jumlah !BO 180 !BO !BO !BO 180 !BO 
n Bahan Bah an exp exp 10.000.000 exp 12.000.000 exp 13.200.000 exp 14.520.000 exp 15.972.000 exp 65.692.000 
Bacaan Bacaan 
dan Buku 
Peraturan 
Perundan 
g- 
Undangan 
Penyediaa Pernenuhan 12 ]2 12 12 12 12 12 
n makan dan Bln Bin 98.000.000 Bin 98.400.000 Bin lOB.240.000 Bin 119.064.000 Bin 130.970.400 Bin 554.674.400 
Makanan min um 
dan pegawai 
Minurnan 
Rapat- Jumlah 70 70 70 70 70 70 70 
Rapat rapat yang Kali Kali 700.000.000 Kali 702.300.000 Kali 772.530.000 Kali 849.783.000 Kali 934.761.300 Kali 3.959.374.300 
Koordinasi dihadiri 
dan 
Konsuttasi 
Penyediaa Jumlah 12 12 12 12 12 12 ]2 
n Jasa publikasi Kali Kali 30.000.000 Kali 35.000.000 Kali 38.500.000 Kali 42.350.000 Kali 46.585.000 Kah 192 .435 .000 
Publikasi program/kc 

giatan 
Dinas 

Penyediaa Jumlah 125 125 125 125 125 125 125 
n .Jasa pegawai Org Org 105.000.000 Org 106.600.000 Org 117 .260.000 Org 128.986.000 Org 141. 884 .600 Org 599. 730.600 
Adrnirusrr harian tidak 
aet telap yang 
Perkantor dikontrak 
an selarn a. 

aetahun 

http://28.38D.000


Peniogkat Peraentue 100 100 100 100 lOC) 100 100 Sekret 
•11 SM"•n• eakupa.a. 890.000.000 930. 800.000 1.023.880.000 1.126.268.000 1.238.894.800 1.362. 784.280 •de 
dao ••r•n• dan 
Ptaaa:ra.na praaa:rana 
Aparatur pelay•o•o 

•puatur 

Pengadaa Jumlah l l l l l l l 
n Pengadaan Paket Paket 80.000.000 Paket 85.000.000 Paket 93.500.000 Pak et 102.850.000 l>'<lket l 13.135.000 Paket 474.485.000 
peralatan peralatan 
gedung gedung 
kantor kantor 
Pengadaa JJumlah l l l i l i l 
n Pengadaan Paker Pake! 19.000.000 Paket 20.000.000 Pake! 22.000.000 Paket 24.200.000 Paket 26.620.000 Paket l l l.820.000 
rnebeleur pengadaan 

mebeleur 
kantor 

Pengadaa Jumlah l l 1 l l l l 
n Pengadaan Pak et Paket 150.000.000 Paket 160.000.000 Paket 176.000.000 Paket 193.600.000 Paket 212.960.000 Pake! 892.560.000 
komputer kornputer 

yang 
diadakan 

Pemelihar Lama waktu 12 12 12 12 12 12 12 
aan pemellharaa Bin Bin 28.000.000 Bin 30.000.000 Bin 33.000,000 Bin 36.300.000 Bin 39.930.000 Bin 167.230.000 
rutin/berk n gedung 
ala kantor 
gedung 
kantor 
Pemellhar Jumlah 90 90 90 90 90 90 90 
aan kendaraan Un!t Unit 240,000.000 Unit 242.000.000 Unit 266.200.000 Unit 292.820.000 Unit 322.102.000 Unit 1.363.122.000 
rutirr/berk dinas 
ala operasional 
kcndaraan yang 
dlnas/cpe terpelihara 
rasional 
Pemelihar Jumlah 50 50 55 60 65 70 70 
aan peralatan Unit Unit 48.000.000 Unit 48.800.000 Unit 53.680.000 unit 59.048.000 Unit 64.952.800 Unit 274.480.800 
ruuri/berk gedung 
ala kantor yang 
peralatan terpehhara 
gedung 
kantor 
Rehabilita Jumlah 2 2 2 2 2 2 2 
!Ii gedung Gedu Gedu 140.000.000 Gedu 145.000.000 Gedu 159.500.000 Gedu 175.450.000 Gedu 192.995.000 Gedu 8 12. 945.000 
sedang/be kantor yang ng ng ng ng ng ng ng 
rat gedung direhab 
kantor 
Rehabilita Jumlah 2 2 2 3 4 5 5 
sl kendaraan Unit Unit 185.000.000 Unit 200.000.000 Unit uo.000.000 Unit 242.000.000 Unit 266.200.000 Unit l.113.200.000 
sedang/be dinas yang 
rat di rehab 
kcndaraan 
dinas/opc 
rasional 

~----------------------------------~--~~--~-- 
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Pealagkat Peraentale 100 100 100 100 100 100 100 Seluet 
•a pemenuban ss.ooo.ooc 86.100.000 94.710.000 104.181.000 114,599.100 484.590.100 aria 
Dialplla 1 .. wt .. 
4puatur pealagkata 

a dialplla 
•p..,atur 

Pengadaa Persentase 125 125 125 125 125 125 125 
n pakaian pemenuhan Set Set 85.000.000 Set 86.100.000 Set 94.710.000 Set 104.18!.000 Set 114.599. lOO Set 484.590.100 
khusus fasilitas 
hari-hari peningkatan 
tertentu disipltn 

aparatur 

P•alagkat Periaeutaae 100 100 100 100 100 100 100 Seluet 
an pemenuhan 30.000.000 75.000.000 82.500.000 90.750.000 99-825.000 378.075.000 ula 
Kapul.tH l••Wtaa 
Sumber penlagk•h 
D•:r• n kap••itaa 
4pu•tur •umbe,, 

d•:r• 
•pa.ratur 

BimbJnga Jumlah 2 erg 3 Org 3 Org 40rg 5 Org 6 Org 21 
n teknis aparatur 30.000.000 75.000.000 82.500.000 90.750.000 99.825.000 Org 378.075.000 
implement yang telah 
asi mengikuti 
peraturan bimtek 
perundan 
s- 
undangan 



Rencana Strategis OPD {RENSTRA OPD) Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bombana sangaterat kaitannya dengan dokumen 
RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, untuk itu dalam 
penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan 
untuk menetapkan indicator kinerja Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bombana sehingga dapat tercapai sesuai yang telah 
ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten. Penetapan indikator 
kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana bertujuan 
untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, rmsi, 

tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga 
untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 
yang mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022. 

Adapun indicator kinerja OPD yang telah ditetapkan untuk 
lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 
dapat dilihat pada tabel 7 .1 sebagai berikut: 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 



Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Kondisi Kinerja Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja 
NO pada awat periode PadaAkhir SKPD RPJMD 2017 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Pertode RPJM 

A. MISI : Melanjutkan Refonnasi Birokrasi 
1 persentase OPD yang menyusun Laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 
sesuai SAP 

2. Persentase peningkatan Pendapatan Asli 20,0% 22,69% 22,73% 22,85% 22,91% 23,01% 23,01 % 
Daerah 

3. Hasil evaluasi SAKIP Badan Keuangan - cc BB BB BB A A 
Daerah Kah. Bombana 

lndikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Bombana yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

TABEL 7.1 



Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bombana ini hendaknya dapat dilaksanakan 
secara konsisten, transparan dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penyusunan Renja OPD dan program kegiatan prioritas; 
2. Penyusuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana 

Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); 
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA). 

Program kegiatan yang tercantum dalam RPJMD 
Kabupaten Bombana adalah merupakan Program Pemerintah 
Kabupaten Bombana, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA 
OPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana 
adalahmerupakan penjabaran program RPJMD Kabupaten 
Bombana Tahun 201 7-2022 yang disesuaikan dengan tugas 
pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Tujuan penyusunan RENSTRA OPD Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Bombana'I'ahun 2017-2022 adalah membuat 
suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan 
arahan/ strategi pembangunan, tujuan dan sasaran- sasaran 
strategis yang ingin dicapai selama5 (lima) tahun ke depan serta 
memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program 
pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. 

Penyusunan RENSTRA OPD Badan KeuanganDaerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, diharapkan dapat 
menjadi pedoman terhadap: 

BAB VII 

PENUTUP 
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H. TAFDI 

2017 / Rumbia, 

~ BUPATI BOMBAHA 

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan 

Keuangan Daerah diharapkan masing-rnasing bidang dapat 

melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang 

tercantum dalam Renstra Tahun 2017-2022 dengan baikdan 

benar; 

2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masmg­ 

masing bidang diharapkan selarasdengan visi,misi,tujuan, 

sasaran.strategi dan kebijakanserta berupayamenjaga 

konsistensiantara RPJMD RENSTRAOPD, RENJA-OPD, 

RKA/RKPA dan DPA/DPPA. 

Selanjutnya sebagaiupaya untuk mewujudkan program 

kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam RENSTRA OPD diperlukan adanya: 

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi an tar pegawai dan 

antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan 

permasalahan lebih cepat dan tepat waktu; 

2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan 

kegiatan pada masing - masing bidang se bagaimana yang 

sudah ditetapkan dalam RENSTRA OPD Badan Keuangan 

Daerah. 


